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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat 

























































































































































































































Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 




Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal 
atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagaiberikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َِا Fathah a A 
 ِا Kasrah  i I 
ِ ا Dammah  u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
َِْىػ Fathah dan ya>’ Ai a dan i 
َِْوػ Kasrah dan wau au a dan u 
 Contoh: 
 َِفػْيػَك : kaifa 
 َِؿِْوػَه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakatdan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
Tanda 
Nama 
ىِ َِ...ِ|ِاِ َِ... Fathah dan alif atau ya>’ a> a dan garis diatas 
ى Kasrah dan ya>’ i> i dan garis diatas 
وػػ ػ Dammah dan wau  u> u dan garis diatas 
Contoh: 
َِتاَم  : ma>ta  
ىَمَر  : rama> 
َِلْيِق  : qi>la 
 ِتْو ػمَػي  :yamu>tu 
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4. Ta>’ marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’ marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta>’ marbu>t}ah yang hidup 
atau mendapat harakat fath}ah, kasrah dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. 
Sedangkan ta>’ marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhird engan ta>’ marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh: 
ِِؿاَفْطَلأاِِ ةػَضْوَر    :raud}ah al-at}fa>l 
 ِةَلػػِضَاػفْػَلاِِ ةَػنْػيِدػَمْػَلا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
 ِةػػَمػْكػِحْػَلا   : al-h}ikmah 
5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d ( ِِ ّــ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
َِانَػّػبَر : rabbana> 
َِانػػَْيػّجَػن : najjaina> 
 ِقػَحْػػَلا : al-h}aqq 
َِمِػػّع ػن : nu‚ima 
 ِو دػَع : ‘aduwwun 
Jika hurufِى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
(ِّى  ـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
 ِىِػلػَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly) 




6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan hurufِ ؿا (alif 
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis men-
datar (-). 
Contoh: 
 ِسػْمػَّشَلا  : al-syamsu (bukanasy-syamsu) 
 ِةَػػَلزْػػلَّزَلا  : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ِةَفػَسْلػَفْػػَلا  : al-falsafah 
 ِدَلاِػػػبْػػَلا : al-bila>du 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
َِفْو رػ مَْأػت : ta’muru>na 
 ِْعوػَّنػػَلا : al-nau‘ 
 ِءْيػَش : syai’un 
 ِتْرػِم أ : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata Al-Qur’an (dari al-Qur’a>n), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-
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kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransli-
terasi secara utuh. 
Contoh: 
Fi>Z{ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (للا) 
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh: 
ِِللاِ ْنػيِد di>nulla>h  ِِللِاب billa>h   
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 
ِِللاِِةَمْػػػحَرِْفِِْمػ ه hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh 
kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 
Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang 
didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam 
catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).  
Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadunilla>rasu>l 
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Inna awwalabaitin wud}i‘alinna>silallaz \i> bi Bakkatamuba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz\i>unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si> 
Abu>>Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz\ min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagainama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammadIbnu) 
Nas}r H{a>mid Abu>Zai>d, ditulis menjadi: Abu>Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, 
Nas}r H{ami>d Abu>) 
 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu>wata‘a>la> 
saw. = s}allalla>hu ‘alaihiwasallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w. = wafat 
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li ‘Imra>n/3: 4 
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Tesis   bertujuan; 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan perceraian 
pengadilan Agama di Kota Ternate. 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan 
penghambat upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama 
Kota Ternate. 3) Untuk mengatahui peran dan upaya hakim dalam menekan angka 
perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate.  
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian di Kantor Pengadilan 
Agama Kota Ternate. Jadi, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yakni penulis 
menganalisis dan menggambarkan secara objektif dan akurat tentang kegiatan, 
peristiwa dan keadaan penelitian. Untuk pengumpulan data menggunakan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah 
reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Faktor yang menyebabkan 
perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate di dominasi  diantaranya adalah 
ketidakharmonisan dalam rumah tangga, gagal komunikasi, kekerasan dalam rumah 
tangga (KDRT), merupakan alasan utama dalam aspek krisis moral dan akhlak, 
krisis keuangan dan hadirnya orang ketiga dalam pernikahan atau tindakan 
perselingkuhan. 2) Faktor pendukung keberhasilan yang didapatkan hakim dalam 
upaya untuk mendamaikan para pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama 
tidak lain adalah penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan 
masalahnya kepada Hakim. Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim 
menekan angka perceraian adalah: pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah 
tentang mediasi, minimnya pengetahuan para pihak  tentang mediasi, kurangnya 
kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik dan 
tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. 3) Secara yuridis-normatif, upaya 
perdamaian atau mediasi diatur dalam PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti 
dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 
2016 tentang Mediasi. 
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran positif kepada semua pihak terutama kepada para hakim, baik majelis 
hakim maupun hakim mediator dan warga kota Ternate. Demi upaya meningkatkan 
kualitas ilmu pengetahuan hukum yang tepat sasaran dan peningkatan pengetahuan 
masyarakat yang bersinergi dengan program pemerintah kota Ternate, sehingga 
terwujud keluarga bahagia dan kesejahteraan dalam masyarakat baldatun thayyibun 
wa Rabbun Ghafur fi dunya wal akhirat.  
 
 








A. Latar Belakang masalah 
Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, tetapi ia diciptakan 
oleh Allah untuk mengabdi kepada-Nya. Dalam kerangka pengabdian inilah, takdir 
telah meletakkan manusia dalam suatu proses, suatu rentetan keberadaan, urutan 
kejadian. Tahapan-tahapan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah membentuk 
manusia untuk berikhtiar. Keluarga adalah unit terkecil yang membentuk 
masyarakat dan Negara, tujuan pembentukan keluarga dalam ajaran agama adalah 
untuk menciptakan kesejahteraan. 
Manusia dalam menjalani kehidupannya dimuka bumi, selain sebagai 
makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Dalam posisinya sebagai makhluk 
sosial manusia tidak dapat lepas dari bantuan orang lain, Sehingga dapat dikatakan 
bahwa sifat ketergantungan antara satu dengan yang lainnya merupakan sifat kodrat 
manusia  yang melekat dalam dirinya. Di samping itu manusia secara biologis 
memiliki hasrat dan keinginan untuk mengikat suatu tali perkawinan dengan lawan 
jenisnya dalam rangka melanjutkan keturunannya. 
Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, 
harmonis dan langgeng serta untuk melanjutkan silsilah dalam keluarga, hal ini 
merupakan dambaan semua pasangan suami istri dalam melangsungkan rumah 
tangganya. Pada dasaranya Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara suami 
dan isteri, melainkan juga menyatukan dua keluarga belah pihak. Suami dan isteri 
menyatu dalam rumah tangga dengan segala macam dinamika kehidupan di 




harus mereka jalani bersama. Hal inilah seringkali memunculkan guncangan-
guncangan sampai kepada konflik yang berkepanjangan  yang seringkali disebabkan 
karena perbedaan visi-misi, tingginya sifat egoism pasangan, selisih paham, 
kurangnya komunikasi, perselingkuhan, sampai pada kekerasan dalam rumah tangga, 
yang pada akhirnya akan menggoyahkan rumah tangga mereka yang telah dibina 
bertahun-tahun, bahkan ada juga pasangann yang masih seumur jagung dan tak 
banyak dari mereka harus berakhir dengan perceraian. 
Didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang 
suami cukup beristri satu, terkecuali dalam keadaan terpaksa dapat beristri lebih dari 
satu dengan izin Pengadilan Agama. Perkawinan bukanlah sekedar untuk kebutuhan 
seks semata, tetapi merupakan titik awal dari pembangunan masyarakat, dari sini 
akan dibangun satu masyarakat besar.
1
 
Untuk menjaga kebutuhan rumah tangga, antara kedua belah pihak sebelum 
berumah tangga harus matang lahir dan bathin. Di samping itu harus mengetahui 
tugas dan kewajibannya dan saling pengertian, isi mengisi dan toleransi. Firman 
Allah swt. dalam QS al-Ru>m/30:21. 
ۡ ٓ ِ َِٚۡۡٗ ِت ََٰياَء ۦۡۡ َّْ ِإۡ
ًۚ ت َّ  حَز َٚ ۡٗة َّد َٛ َِّ َُُۡىٕ  َيبۡ ًَ َعَج َٚ َۡبٙ  َيٌِإْۡا  ٛ ُُٕى  سَتٌِّۡبٗج ََٰٚ  َشأۡ  ُ ُىُِسفَٔأۡ  ٓ ِِّ َُُۡىٌََۡكٍَخۡ  ْ َأ
ۡ َْ ُٚس ََّىَفَتيۡ َٖ  ٛ َمٌِّٖۡت ََٰي َلََِۡهٌ
ََٰذِۡيف 
Terjemahnya :  
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
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Manusia sebagai makhluk yang secara esensial memiliki kelebihan-kelebihan 
dari mahluk lainnya, sehingga mereka menjadi subjek hukum perkawinan yang 
merupakan sunnatullah, itu tentulah menjadi sangat penting. Perkawinan dengan 
segala syarat dan rukunnya yang telah ditetapkan oleh agama itu harus dilaksanakan 
oleh setiap manusia karena hal itu berarti melaksanakan sunnatulah. Dalam sudut 
pandang Agama Islam, perkawinan adalah merupakan sarana yang dihalalkan bagi 
manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, sekaligus 
bertujuan untuk memenuhi harapan agar dapat memperoleh keturunan, juga sarana 
untuk mewujudkan rasa cinta dan kasih sayang antara suami istri. 
Melalui perkawinan sebuah rumah tangga diharapkan antara suami istri dapat 
hidup rukun dan damai dengan rasa cinta dan kasih sayang,  oleh karena  itu begitu 
mulianya tujuan perkawinan sehingga pecahnya perkawinan sedapat mungkin bisa 
dihindari. Perceraian merupakan jalan terakhir yang berfungsi sebagai pintu darurat 
apabila suatu perkawinan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan. 
Namun dalam perjalanan kehidupan rumah tangga tidak selamanya suami 
istri dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangganya secara 
mulus. Tidak sedikit rumah tangga suami istri itu pecah karena perceraian. Apabila 
hal itu, hak yang ada pada suami dan istri sama di dalam cara memutuskan 
perkawinannya, mereka mempunyai hak yang sama untuk mengajukan gugatan ke 
Pengadilan Agama. 
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Pengadilan Agama adalah instansi pemerintah yang mengatur tentang 
sengketa antara orang dengan orang, juga antara orang  dengan badan hukum yang 
meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam. 
Seperti  halnya perkawinan, perceraian di Indonesia tidak hanya diatur oleh 
hukum nasional melainkan juga oleh hukum Islam serta hukum adat setempat. 
Merujuk kepada Undang-undang Nomor I Tahun  1974 tentang perkawinan, dalam 
pasal 38 ditentukan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan 
atas putusan perkawinan. Kemudian dalam pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tersebut juga dikemukakan bahwa perceraian hanya dapat 
dilakukan didepan sidang pengadilan, setelah pengadilan (mejelis hakim) tidak 
berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat 2 diatur juga 
bahwa: Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu 
tidak dapat lagi hidup rukun, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai serta 
tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka 
betul sudah pecah.3 
Pengadilan merupakan penyelenggara peradilan atau organisasi yang 
menyelenggarakan hukum dan keadilan, sebagai pelaksanaan dari kekuasaan 
kehakiman. Sebagai pencerminan dari kekuasaan kehakiman, itu terlihat sejak 
diundangkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sampai 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, sampai berlakunya 
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan 
bahwa:  
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‛Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradialan guna menegakkan hukum dan keadialan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
tahun 1945, demi terselanggaranya Negara Hukum Republik Indonesia‛.4 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikemukakan bahwa kekuasaan kehakiman 
yang merdeka mengandung pengertian bebas dari campur tangan pihak kekuasaan 
lainnya. Walaupun demikian, kebebasan itu sifatnya tidak mutlak karena hakim 
bertugas menegakkan hukum dan keadilan dengan jalan menafsirkan hukum dan 
mencari dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya melalui perkara-perkara 
yang diproses di pengadilan sehingga putusannya mencerminkan perasaan keadilan 
masyarakat.
5
 Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk 
menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan 
yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari 
keadilaan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara 
perdata tertentu di bidang: (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang 
dilakukan berdasarkan Islam; (c) wakaf dan sedekah. 
Pengadilan Agama yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989, hanya berwewenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, sekarang berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006, kewenangan Pengadilan Agama diperluas, termasuk 
bidang Ekonomi Syari'ah. 
Pengadilan Agama kota Ternate sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-
Undang memiliki kewenangan untuk menyelesaiakan perkara perceraian. Perkara 
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perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Ternate mengalami peningkatan 
dari tahun ke tahun. Tahun 2016 perkara perceraian yang diterima terdiri dari cerai 
talak 201 dan cerai gugat 325. Sedangkan perkara perceraian yang diputus terdiri dari 
cerai talak 161 dan cerai gugat 283, dengan alasan atau faktor perceraian yang 
beragam. Tahun 2017 perkara perceraian yang diterima terdiri dari cerai talak 114 
dan cerai gugat 202. Sedangkan perkara perceraian yang diputus terdiri dari cerai 
talak 112 dan cerai gugat 140, dengan alasan atau faktor perceraian yang 
beragam.Dengan angka yang begitu banyak, maka diperlukan peran dan upaya hakim 
yang lebih maksimal untuk mengurangi angka perceraian. Baik peran tersebut telah 
ditetapkan oleh Undang-Undang maupun dari kreatifitas hakim di Pengadilan Agama 
Kota Ternate. 
Secara jujur harus diakui bahwa sejarah Peradilan Agama di Indonesia, 
sebagai salah satu  pelaksana kekuasaan kehakiman
6
 telah cukup memakan waktu 
yang sangat panjang, sepanjang agama Islam itu sendiri eksis di Indonesia. 
Dikatakan demikian, karena memang Islam adalah agama hukum, dalam arti sebuah 
aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Sang Pencipta 
(hablumminallah) yang sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemeluk agama Islam 
secara  pribadi (person) dan juga mengandung kaidah-kaidah yang mengatur 
hubungan manusia dengan manusia lain (hablumminannas) dan dalam kehidupan 
masyarakat yang memerlukan bantuan penyelenggara negara untuk 
melaksanakannya secara paripurna. 
                                                 
6
Muhammad Amin Suma,Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan 




Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Islam dan hukum Islam 
selalui  berjalan beiringan tidak dapat dipisah-pisahkan.
7
 Oleh karena itu 
pertumbuhan Islam selalu diikuti oleh pertumbuhan hukum islam itu sendiri.
8
 
Jabatan hakim dalam Islam merupakan kelengkapan pelaksanaan syari’at Islam. 
Sedangkan peradilan itu sendiri merupakan kewajiban kolektif , yakni sesuatu yang 
dapat ada dan harus dilakukan dalam keadaan bagaimanapun juga.
9
 
Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara 
atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan 
hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihakpihak yang terlibat 
dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik 
secara imparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri 
dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu 
keputusan. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh 
undang-undang untuk mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.
10
 
Adapun pengertian dari mengadili itu adalah serangkaian tindakan hukum untuk 
menerima, memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, 
dan tidak memihak di sidang pengadilan.
11
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Dalam ajaran Islam juga diperintahkan agar kita bertindak adil dalam 
menyelesaikan suatu perkara. Perintah itu antara lain disebutkan: 
Firman Allah swt. dalam QS al-Nisa>’ /4: 58. 
ۡ َّْ ِإٱَۡ َّللّۡۡ ْاٚ ُّدَُؤتَْۡأۡ  ُ ُوُس ُِ
 َأيٱِۡت ََٰٕ ََِٰ َ  لَۡۡ َٓ  َيبۡ ُُت  ّ َىَحۡ اَِذإ َٚ ۡ َبٍِٙ  ٘ َأۡ  ََٰىٌِإٱِۡضبٌَِّٕۡۡبۡ ْاٛ ُّ ُى  َحتَْۡأٱًِۡۚي  دَع
 ٌۡ
ۡ َّْ ِإٱَۡ َّللِّۡۡٗ ِبُُُۡىظَِعيۡب َّّ ِِعٔ  ۦۡۡ َّْ ِإٱَۡ َّللّۡۡاٗسيَِصبۡب ََۢعي ِّ َسۡ َْ بَوۡ
Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 
berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di 
antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 
memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 
adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
12
 
Pada ayat tersebut dapat dipahami tentang betapa pentingnya berbuat adil, 
dalam konteks ini hakim menjadi sorotan penyusun, dapat dianalogikan bahwa 
seharusnya hakim juga dapat berbuat adil dalam memutus suat perkara dengan 
penemuan hukum apabila diperlukan sesuai dengan koridor undang-undang yang 
berlaku. 
Peradilan Islam di Indonesia yang di kenal dengan Peradilan Agama 
keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka karena ketika Islam mulai 
berkembang di Nusantara, Peradilan Agama juga telah muncul bersamaan dengan 
perkembangan kelompok di kala itu, kemudian memperoleh bentuk-bentuk 
ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan-kerajaan Islam.
13
 Hal ini karena 
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masyarakat Islam sebagai anggota masyarakat adalah orang yang paling mentaati 
hukum dalam pergaulan orang perseorangan maupun pergaulan umum.
14
 
Peradilan Agama yang telah lama dikenal masyarakat muncul sebelum 
datangnya Penjajah Belanda yang banyak mengalami pasang surut hingga sekarang, 
pada mulanya  peradilan Islam sangat sederhana sesuai dengan kesederhanaan 
masyarakat dan perkara-perkara yang diajukanya kepadanya pada awal islam, lalu 
berkembang sesuai dengan kebutuhan hukum yang berkembang dalam Masyarakat.
15
 
Penyelesaian sengketa perkawinan sesungguhnya dapat dilakukan melalui 
dua proses, yaitu penyelesaian sengketa melalui proses ligitasi di dalam pengadilan, 
kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama di luar 
pengadilan. Proses ligitasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang 
belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah 
baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak 
responsif, dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. 
Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang 
bersifat win win solution, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari 
kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, 




Tahap pertama yang harus dilaksanakan oleh hakim dalam menyidangkan 
suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya adalah mengadakan perdamaian 
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kepada pihak-pihak yang bersengketa. Peran mendamaikan pihak-pihak yang 
bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap 
suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu 
jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak 
yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri 
suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa 




Berkenaan dengan ini masalah perceraian diatas, penulis merasa perlu untuk 
mengadakan penelitian tentang ‚Peran dan Upaya Hakim Dalam Menekan Angka 
Perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate‛. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
Peneliti melakukan pembatasan pada masalah yang akan diteliti yakni 
mengenai peran hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota 
Ternate sebagai upaya untuk mengadakan Islah atau perdamaian dalam perkara 
perceraian di Kota Ternate. Dan menjelaskan faktor penghambat dan pendukung 
peran hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate. 
2. Deskripsi Fokus 
Adapun deskripsi fokus dalam tesis ini akan dijabarkan sebagai berikut: 
Dalam perkara-perkara perceraian yang diajukan untuk diselesaikan oleh 
hakim di Pengadilan Agama, seyogyanya harus bisa mendapatkan titik temu antara 
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suami isteri yang berperkara. Hal ini sangat  diperlukan, karena usaha mendamaikan 
merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada para hakim dalam setiap 
memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perceraian. Oleh karena itu upaya 
mendamaikan dalam perkara perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran 
secara terus menerus haruslah  dilakukan oleh para hakim secara optimal. 
Peran hakim dalam mengupayakan perdamaian jika dilakukan secara 
maksimal dan sungguh-sungguh maka tidak mustahil dapat menghasilkan sesuatu 
yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berperkara, yaitu permasalahan dapat 
diselesaikan dan bagi Lembaga Peradilan kemungkinan berkurangnya tunggakan di 
tingkat banding dan kasasi. 
C. Rumusan Masalah 
Adapun pokok masalah dalam penelitian adalah bagaimana ‚PERAN DAN 
UPAYA HAKIM DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI 
PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KOTA 
TERNATE), yang dibagi menjadi beberapa sub masalah: 
1. Bagaimana Faktor yang Menyebabkan Perceraian di Pengadilan Agama Kota 
Ternate? 
2. Bagaimana Faktor yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Peran dan Upaya 
Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate? 
3. Bagaimana Peran dan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian di 






D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu 
Untuk memperjelas permasalahan yang diangkat, maka diperlukan kajian 
pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Dari 
penelusuran yang dilakukan, ditemukan karya ilmiah yang berkenaan dengan 
penelitian yang akan dilakukan, di antaranya: 
Al. Wisnu Broto, dalam buku yang berjudul Hakim Dan Peradilan Di 
Indonesia (dalam beberapa aspek kajian), Penerbitan Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta mengkaji bagaimana tugas-tugas yang dilakukan oleh hakim dengan 
adanya  suatu kemandirian hakim. Asas kemandirian hakim dalam menangani suatu 
perkara juga di anut oleh Indonesia, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 
UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan ‚Kekuasaan hakim ialah kekuasaan 
yang merdeka‛ artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan 
dengan itu maka harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan 
para hakim. Sebagai pembeda dalam penelitian tesis ini, peneliti melihat realitas dari 
teori-teori yang diterapkan dari buku ini, terutama peran hakim dalam menekan 
angkat perceraian. 
Sudikno Mertokusumo, dalam buku Hukum Acara Perdata Indonesia, 
kajiannya tentang Hukum acara perdata yakni bagaiamana peraturan  hukum yang 
kemudian mengatur cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiel dengan 
perantaraan  hakim. Untuk lebih konkritnya lagi dalam kajian ini membahas tentang 
bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan 
pelaksanaan dari pada putusannya. Buku ini saya jadikan sebagai rujukan dan kajian 




Disertasi yang berjudul ‚Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan ikrar 
talak di Indonesia pasca Undang-undang No 1 tahun 1974‛ oleh Makinudin, tahun 
2011 IAIN Suanan Ampel Surabaya. Penelitian ini mengkhususkan bagaiman hukum 
Islam memandang Ikrar talak  di Indonesia pasca Undang-undang no 1 Tahun 1974. 
Sedangkan dalam penelitian yang akan saya lakukan adalah bagaimana kinerja 
Hakim dalam mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. 
Tesis yang berjudul ‚Efektivitas Peran Hakim Mediator dalam Menetapkan 
Batas Waktu Mediasi pada Pengadilan Agama Sungguminasa (Suatu tinjauan 
terhadap pasal 13 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di 
Pengadilan Agama)‛ oleh Nursinta Killian, tahun 2015 UIN Alauddin Makassar. 
Dalam penelitian ini lebih fokus pada peran hakim mediator saja, terutama dalam 
menetapkan batas waktu mediasi  sesuai dengan ketentuan yang ditatapkan pada 
Pasal 13 Ayat 3 PERMA No 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan 
Agama Sungguminasa. Sedangkan dalam penelitian akan saya lakukan tidak hanya 
terfokus pada hakim mediaor, tetapi hakim secara keseluruhan.  
Skripsi yang berjudul ‚Prosedur Mediasi Dalam Perkara perceraian PNS  
(Studi pada Pengadilan Agama Kandangan, Kantor Urusan Agama dan  (BP4) 
Kemenag HSS‛ oleh Rima Nurmaulida. Penelitian ini mengkhususkan pada prosedur 
mediasi dalam perkara perceraian PNS. Metode penelitian ini adalah penelitian 
hukum empiris berupa penelitian lapangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan 
didapatkan bahwa setiap PNS yang ingin bercerai harus mendapatkan penasihatan 
terlebih dahulu di BP4 setempat atas perintah atasannya. Jika tidak melakukan 
penasihatan maka atasannya tidak dapat memberikan Surat Izin Melakukan 




maka PNS tersebut tetap harus melakukan mediasi lagi di Pengadilan sehingga 
mediasi yang dilakukan PNS cukup berlapis. Perbedaan dengan penelitian yang akan 
diteliti, dimana penelitian yang dilakukan lebih khusus pada bagaimana upaya hakim 
dalam menekan angka perceraian yang secara umum di Pengadialan Agama Ternate, 
dan tidak terbatas pada prosedur mediasi dalam perkara perceraian PNS. 
Berdasarkan hasil pembacaan terhadap literatur-literatur tersebut penulis 
jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab berhubungan dengan masalah 
yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan dilakukan penulis 
berbeda dengan penelitian yang ada, di mana penulis akan meneliti permasalahan 
yang menitikberatkan pada bagaimana peran dan upaya hakim dalam menekan angka  
perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate. 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini untuk 
mengetahui peran dan upaya dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama 
Kota Ternate; 
a) Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama 
Kota Ternate; 
b) Untuk mengetahui Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya 
hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate; 
c) Untuk mengetahui peran dan upaya hakim dalam menekan angka perceraian di 






2. Manfaat Penelitian 
a) Secara teoretis untuk menambah dan mengembangkan konsep-konsep yang 
menyangkut hukum perkawinan dengan hukum perkawinan dalam Islam, sebab 
kedua konsep hukum ini masih belum efektif untuk dijadikan acuan dalam 
menekan angka perceraian serta untuk mengembangkan keilmuan yang bisa 
dijadikan kajian akademis. 
b) Secara praktis, kegunaan pada institusi, yakni kontribusi kajian dan pemikiran 
bagi institusi pendidikan juga sebagai sarana bagi lembaga Pengadilan Agama 




















A. Tinjauan Umum tentang Hakim  
1. Pengertian Hakim 
Hakim berasal dari kata dalam bahasa arab yaitu ha>kimun yang diambil dari 
akar kata hakama-yahkumu-hakaman yang artinya memimpin, memerintah, 
menetapkan, memutuskan. al-ha>kimu bisa diartikan sebagai hakim pengadilan, bisa 
juga diartikan sebagai orang yang arif, orang yang bijaksana. Ada juga yang 
diartikan sebagai orang yang teliti, orang yang tepat, orang yang sempurna.
1
 
Adapun pengertian menurut Syar'a Hakim yaitu orang yang diangkat oleh 
kepala Negara dalam bidang hukum perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat 
menyelesaikan tugas peradilan
2
 Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah 
mengangkat qadhi untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di 
tempat-tempat yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada 
sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang 
oleh undang-undang untuk mengadili. 
Sedangkan menurut undang-undang Republik Indonesia nomer 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah hakim 
pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan 
                                                 
1
Ahmad Warson Munawwir, Qamus Al-Munawwi>r, h. 286-287. 
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peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada 
pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
3
 
Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh 
kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat 
menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang 
berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia ‚identik‛ 
dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasa kekuasaan kehakiman seringkali 
diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan 
diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan 
hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam 
merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. 
2. Otoritas hakim 
Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), begitu bunyi Pasal 1 Ayat (3) 
UUD 1945 Amandemen Ketiga. Sepatutnya pengertian negara hukum dimaksud 
diartikan secara dinamis baik dalam tataran sistem hukum eropa kontinental 
semacam Indonesia maupun sistem hukum Anglo Saxon. Memang sebagian ahli 
berpendapat konsep negara hukum itu cenderung lebih dekat pada sistem kontinental 
karena mengusung konsep Supremacy of General Law daripada sistem Anglo Saxon 
yang menekankan pada asas stare decisis yang memungkinkan hakim untuk 
membentuk hukum (judge made law). 
Namun demikian pandangan ini sudah berubah, hukum tidak lagi semata-
mata difungsikan sebagai refleksi kekuasaan yang berdaulat, tetapi harus pula 
dipertanyakan hakekat dan substansi hukum tersebut. Karena itu menurut Hoogers 
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dan Warmelink sebenarnya patut menfungsikan hakim sebagai deputy legislators 
atau pseudo legislators. 
Goldstein, menerangkan setidaknya ada 3 (tiga) konsep kedudukan hakim 
dalam penegakan hukum (law enforcement). Pertama, dalam kerangka total 
enforcement concept, dimana hakim diharapkan menegakkan hukum secara 
menyeluruh baik norma maupun nilai yang terkandung didalamnya. Hal ini sulit 
dilakukan karena dalam menjalankan hukum itu sendiri terdapat kerangka due 
process of law sehingga terdapat pembatasan lain seperti penerapan Hukum Acara. 
Kedua, full enforcement concept yaitu terhadap sisi-sisi yang masih grey area hakim 
memberikan diskresinya atas berbagai keterbatasan substansi hukum, struktur 
hukum maupun budaya hukum. Ketiga, adalah actual enforcement concept.4 
Oleh karena itulah kekuasaan kehakiman itu tidak hanya mengandung 
pengertian otoritas hukum tetapi juga kewajiban hukum yang merupakan kekuasaan 
yang melekat pada hakim dan pengadilan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan 
berupa mengadili dan memutus (adjudication). 
Dalam hal penerapan dan pengembangan hukum ini, sangat menarik dan 
penting untuk dipelajari kedudukan Pengadilan atau Hakim. Berlainan dengan 
pendapat kuno yang antara lain diucapkan oleh Montesquieu dalam bukunya ‚Le 
sprit de Lois‛ yang menyatakan bahwa hakim itu hanya mulut atau corong dari 
badan legislatif, orang sekarang mengetahui bahwa selain menerapkan undang-
undang, Pengadilan atau Hakim itu juga menemukan atau bahkan sering membentuk 
hukum baru. Hal ini disebabkan karena di dalam system hukum Indonesia dikenal 
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asas yang menyatakan bahwa hakim itu tidak boleh menolak untuk memeriksa satu 
perkara dengan alasan bahwa hukum mengenai perkara itu tidak ada atau tidak jelas. 
Asas atau prinsip ini dinamakan asas non-liquet. Asas ini termuat di dalam 
AB (Algemene Bepalingen van Wetgeving) Pasal 22 yang berlaku dimasa colonial 
Hindia Belanda. Sekarang asas ini dapat kita temukan di dalam Pasal 10 UU No. 48 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 
2009) yang berbunyi: 
(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu 
perkara yang diajukan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan 
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak 




Dari ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 di atas tampak jelas bahwa 
Hakim dalam system hukum di Indonesia bukanlah hakim yang pasif yang 
merupakan corong belaka dari badan perundang-undangan seperti digambarkan oleh 
Montesquieu, namun aktif berperan didalam munemukan hukum atau membentuk 
hukum baru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hakim itu merupakan unsur 




Hal ini dilakukan disamping tugasnya menerapkan undang-undang atau 
hukum, di mana tugas hakim adalah memberikan keputusan dalam perkara antara 
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kedua belah pihak yang berperkara di depan Pengadilan yang masing-masing dapat 
mengartikan ketentuan undang-undang yang sama secara berlainan dan berbeda. 
Jelas bahwa pengadilan mempunyai kedudukan penting dalam sistem hukum 
kita, karena ia telah melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapi ketentuan-
ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum (rechtsvorming) dan 
penemuan hukum (rechtsvinding) dengan perkataan lain hakim dalam sistem hukum 
kita yang pada dasarnya tertulis itu mempunyai fungsi membuat hukum baru 
(creation of new law). Karena itu sistem hukum Indonesia walaupun merupakan 
sistem hukum tertulis, namun merupakan sistem terbuka (open system).7 
Fungsi untuk membentuk hukum baru oleh hakim diatas harus dilakukan 
olehnya untuk mengisi kekosongan dalam hukum dan mencegah tidak ditanganinya 
suatu perkara karena hukum tertulis tidak jelas atau tidak ada. Fungsi yang sangat 
penting ini dilakukan hakim dengan jalan interpretasi, konstruksi dan penghalusan 
hukum.8 
Dalam perspektif ushul fikih, Kata hakim secara etimologi berarti ‚orang 
yang memutuskan hukum‛. Dalam istilah fikih kata hakim juga sebagai orang yang 
memutuskan hukum di pengadilan yang sama hal ini dengan Qadhi. Ulama Ushul 
Fiqh sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat 
adalah Allah swt. 
Hal ini didasarkan pada QS al-An’am ayat 57: 
…َۡٓ ِيٍِص ََٰف  ٌ ٱُۡس  يَخۡ َٛ ُ٘ َٚ ۡ
َِّۖكَح  ٌ ٱۡ ُُّصَميۡ ِِۖ َِّللّۡ َِّلَّإۡ ُ  ىُح  ٌ ٱۡ ِْ ِإۡۡ
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…Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang 
sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.
9
 
Meskipun para ulama ushul sepakat bahwa yang membuat hukum adalah 
Allah swt, tapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum yang 
dibuat Allah swt hanya dapat diketahui dengan turunnya wahyu dan datangnya 
Rasulullah saw atau akal secara independen bisa juga mengetahuinya.
10 
Adapun sebelum datangnya wahyu, ulama berselisih peranan akal dalam 
menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala 
dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi. Dalam Islam tidak ada syariat 
kecuali dari Allah swt. baik yang berkaitan dengan hukum-hukum taklif (wajib, 
sunnah, haram, makruh dan mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum wadhi 
(sebab, syarta, halangan, sah, batal, fasid, azimah dan rukhsah). Menurut 
kesepakatan para ulama‟ hukum diatas itu semuanya bersumber dari Allah SWT. 
Melalui Nabi Muhammad saw maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai 
teori Istinbath, seperti qisas, ijma‟ dan metode istinbath lainnya untuk menyingkap 
hukum yang datang dari Allah swt. dalam hal ini para ulama‟ fiqh menetapkan 
kaidah : 
اللهلَّاُۡىحلَّ 
 ‚tidak ada hukum kecuali bersumber  dari Allah‛ 
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Dari kaidah diatas, ulama ushul fiqh mendefinisikan hukum sebagai titah 
Allah swt. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, 
pemilihan maupun wadhi‟.11 
Diantara alasan para ulama ushul fiqh untuk mendukung pernyataan diatas 
adalah, sebagai berikut: 
 QS al-Maidah/5: 44 
…َۡۡفُۡ َّللّٱَۡيَصَٔأ  ۡب َّ ِبُُۡى  َحيۡ  ُ ٌَّۡٓ َِ ََْٚۡ ُِٚسف
ََٰى  ٌ ٱۡ ُ َُ٘ۡهِئ
 ٌََٰ ْٚ ُ أۡ
Terjemahnya:  
…Dan hendaklah kamu memutuskan perkara antara mereka menurut apa yang 
ditunkan Allah‛12 
 
 QS al-Maidah/5: 49 
 
ِْۡ َأ َٚۡٱُُى  حَۡۡيَصَٔأ  ۡب َّ ِبَُُٕۡٙ  يَبٱُۡ َّللّ…ۡ 
Terjemahnya: 
‚dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah…13 
 Diakhir ayat QS al-Maidah/5: 45 
…َۡۡيَصَٔأ  ۡب َّ ِبُُۡى  َحيۡ  ُ ٌَّۡٓ َِ َٚٱُۡ َّللّۡۡ ُ َُ٘ۡهِئ




…Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, 
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Keharusan untuk merujuk kepada al-Qur’an dan sunah apabila terjadi 
perbedaan pendapat. 
 QS al-Nisa>’/4: 59 
 ُۡ ُت  عَص َََٰٕتۡ َِْئفۡ ِۖ  ُ ُىٕ ِ ۡ ِس  ِ َ  لَٱۡ ِيٌ ْٚ ُأ َٚ ۡ َيُٛس َّسٌٱۡ ْاُٛعيَِطأ َٚ ۡ َ َّللّٱۡ ْاُٛعيَِطأۡ ْا  ٛ ُٕ َِ اَءۡ َٓ يِرٌَّٱۡ َب َُّٙيأ
 ََٰيِۡيفۡ
َۡس  َحأ َٚ ۡ ٞس  يَخۡ َِهٌ




Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan 
ulil  amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
15
 
Keharusan untuk menggunakan hukum Allah SWT. 
 QS al-Nisa >’/4: 65 
ََۡلًفۡۡب َّّ ِِّ ۡبٗجَسَحۡ  ُ ِٙ ُِسفَٔأۡ  ِيفْۡاُٚدَِجيَۡلَّۡ َُّ ُثۡ  ُ َُٕٙ  َيبَۡسَجَشۡب َّ ِيفَۡنٛ ُّ ِّىَُحيۡ َٰىَّتَحۡ َْ ُٕٛ ِ  ُؤيَۡلََّۡهِّبَز َٚ
ُۡٗ ِيٍ  َستْۡاٛ ُّ ٍَُِّسي َٚ َۡت  يََضل 
Terjemahnya: 
Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka 
menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, 
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap 
putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.
16
 
Dalam hal ini tidak ada perbedaan, yang mengatakan bahwa hakim adalah 
Allah swt. Yang dibedakan oleh para ulama dalam hal ini hanya tentang mengetahui 
hukum Allah swt. Tentang perbedaan ini, Mayoritas Ulama’ Ahlusunnah wal 
Jamaah dan Mazhab al-Asy Ariah Mengatakan :  
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Bahwa satu-satunya yang dapat mengenalkan hukum Allah kepada manusia 
adalah Rasul atau utusan Allah melalui wahyu yang diturunkan Allah 
kepadanya.sebagai kelanjutan dari pendapat ini adalah bila tidak ada Rasul 
yang membawa wahyu maka tidak ada hukum Allah, dan manusia pun tidak 
akan mengetahuinya. Menurut paham ini seorang manusia dapat dianggap 
patuh atau ingkar kepada Allah , mendapat dosa atau pahala bila telah datang 




Secara normatif menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Komisi Yudisial 
No. 22 Tahun 2004 yang dimaksud dengan hakim adalah  hakim agung dan hakim 
pada badan peradilan di semua lin gkungan peradilan yang berada di bawah 
Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagimana dimaksud dalam 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945. Kemudian dirubah 
Undang-Undang No. 18 Tahun 2011yang dimaksud dengan Hakim adalah hakim dan 
hakim ad hoc di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, sedangkan secara etimologi 
atau secara umum, Bambang Waluyo, S.H. menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang 
dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung  jawab agar hukum dan 
keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis 
(mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas), dan tidak boleh ada satupun yang bertentangan dengan asas dan sendi 
peradilan berdasar Tuhan Yang Maha Esa.
18
  
Melihat dari pengertian hakim yang dijabarkan oleh Bambang Waluyo, S.H 
maka bisa diketahui bahwa yang dimaksud hakim olehnya adalah tidak jauh berbeda 
dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang No.22 Thn 2004/ Undang-
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Undang No. 18 Tahun 2011, bukankah hakim agung, hakim yang berada dibawah 
peradilan, dan juga hakim konstitusi itu juga merupakan organ pengadilan yang 
dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan 
tanggung  jawab agar hukum dan keadilan itu dapat ditegakkan. Hal ini senada juga 
dengan apa yang diungkap kan oleh Al. Wisnu Broto, pendapatnya ialah, yang 
dimaksud dengan Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, 
Bahkan ada  yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk 
menegakkan hukum dan keadilan.
19  
Kalau kita perbandingkan dari keduanya, secara normatif hakim merupakan 
institusi yang mempunyai kekuasaan kehakiman, yang mencakup Mahkamah Agung 
dan badan peradilan dibawahnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan 
penjelasan tentang hakim secara umum, hakim haruslah seseorang yang mempunyai 
tanggung jawab, integritas, dan kemampuan  untuk berbuat adil dalam membuat 
keputusan. Pada dasarnya pengertian hakim, apabila kata tersebut ditafsirkan secara 
generik maka dapat diartikan bahwa hakim adalah seluruh hakim disemua jenis dan 
tingkatan peradilan yaitu Hakim Agung, hakim pada badan peradilan di semua 
lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan Hakim 
Konstitusi. 
3. Tugas  dan Fungsi Hakim 
Adapun terkait dengan peran hakim maka diuraikan beberapa teori tentang 
pengertian peran adalah sebagai berikut:  
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 Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. 
Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannnya 
maka ia menjalankan suatu peran.
20
 
Peran dapat diartikan sebagai seseorang yang memegang pimpinan terutama 
karena suatu hal atau peristiwa. Peran lebih menunjukan pada fungsi penyesuaian 
diri terhadap proses yang dilaksanakan oleh seseorang untuk menduduki posisi atau 
tempat yang penting dalam suatu peristiwa. 
 Teori peran (role theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, 
orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari pada pisokologi, teori peran berawal dari 
dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antrop.
21
 Dalam ketiga ilmu 
tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus 
bermain sabagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia 
mengharpakan berperilakuan secara tertentu. 
 Dalam sudut pandang inilah disusun teori-teori peran. Menurut Biddle dan 
Thomas bahwa teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut: 
a) Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi soisal. 
b) Perilaku yang muncul dalam intraksi tersebut. 
c) Kedudukan orang-orang dalam perilaku. 
d) Kaitan antara orang dan perilaku. 
Selanjutnya dalam beberapa dimensi peran sebagai berikut: 
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a. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapa tbahwa peran 
merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan. 
b. Peran sebagai strategi. Pengenut paham ini mendalilkan bahwa peran 
merupakan startegi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public 
support). 
c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau 
alat untuk mendapatkan masukkan berupa informasi dalam proses 
pengambilan keputusan. 
d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu 
cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalaui usaha pencapaian 
konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi 
ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan 
toleransi serta mengurangi rasa ketidak percayaan dan kerancuan. 
e. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya-
upaya masalah pisikologi masyarakat seperti halnya ketidak berdayaan, tidak 




Sosiolog yang bernama Glen Elder sebaigama yang dikutip oleh Sarwono, 
membantu memperluas penggunaan teori peran menggunakan pendekatan yang 
dinamakan ‚life course‛ yang artinya bahwa setiap masyarakat mempunyai perilaku 
tertentu sesuai dengan kategori-kategori usia yang berlaku dalam masyarakat 
tersebut. 
‚teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminology actor-aktor 
yang bermain sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan 
teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman yang bersama yang 
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menuntun kita untuk berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini 
seseorang yang mempunyai peran tertentu misalanya dokter, mahasiswa, 
oeangtua, wanitadan lain sebagainya diharapkan agar berprilaku agar sesuai 
dengan peran tersebut. Sesorang mengobati dokter jadi karena statusnya 
adalah dokter maka ia harus mengobati pasien kepadanya dan prilaku 
ditentukan oleh peransosialnya‛.23 
Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Sarwono diatas diamana 
sesorang/organisasi yang mempunyai peran tertentu diharapkan sesorang/organisasi 
tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut, lebih lanjut penulis menarik sebuah 
kesimpulan bahwa peran pemerintah berarti sebagai pelayan public dan 
bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga 
demi kesejahteraannya. Seperti Biro Pemerintahan Umum Setda Jawa Barat yang 
memiliki tujuan dalam fasilitasi Pilkada Provinsi Jawa Barat yang juga merupakan 
salah satu pelayanan pelayanan publik yang pemerintah berikan. 
Berdasarkan mengenai teori-teori peran tersebut, maka peran kaitanya 
dengan kedudukan hakim dalam pengadilan merujuk pada tugas dan fungsi 
pokoknya sebagaimana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang dan aturan-
aturan tambahanya. 
a. Tugas  Hakim. 
Prof. Mr. Dr. Supomo menjelaskan bahwa: ‚Dalam peradilan perdata tugas 
hakim tidak lain adalah mempertahankan tata hukum perdata (bergelijke 
rechtsorder), menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara‛.24 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1), (2), (3) menyatakan bahwa : 
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(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami 
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yanghidup dalam masyarakat. (2) Hakim 
dan hakim konstitusi harus memiliki integritasdan kepribadian yang tidak 
tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (3) 




Pada dasarnya hakim dapat diartikan sebagai orang yang bertugas untuk 
menegakkan keadilan dan kebenaran,  menghukum orang yang berbuat salah dan 
membenarkan orang yang benar. Dan, didalam menjalankan tugasnya, ia tidak hanya 
bertanggung jawab kepada pihak-pihak yang berpekara saja, dan menjadi tumpuan 
harapan pencari keadilan, tetapi juga mempertanggung jawabkannya kepada Tuhan 
Yang Maha Esa. Bukankah dalam tiap-tiap amar putusan hakim selalu didahului 
kalimat: ‚Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa‛. Begitu 
pentingnya profesi hakim,  sampai-sampai ruang lingkup tugasnya harus dibuatkan 
undang-undang. Tengok saja, dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diubah dengan UU No.35 
Tahun 1999 dan disesuaikan lagi melalui UU No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan 
kehakiman. Kemudian, UU  No. 48 Tahun 2009.tentang Hukum Acara Pidana dalam 
(KUHAP), UU Komisi Yudisial, dan peraturan perundangan lainnya. Bahkan, dalam 
menjalankan tugasnya diruang sidang, hakim terikat aturan hukum, seperti hal nya 
pada pasal 158 KUHAP yang mengisyaratkan: Hakim dilarang menunjukkan sikap 
atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau 
tidaknya terdakwa. Begitupun dalam menilai alat bukti, UU telah dengan tegas 
mengingatkan hakim untuk bertindak arif lagi bijaksana (Pasal 188 ayat (3) 
KUHAP). Tak hanya itu saja, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang 
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tidak tercela, jujur,  adil, professional, dan berpengalaman di bidang hukum, 
demikian bunyi pasal 5 ayat (2) UU No. 48/2009. 
Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. (UU Kekuasaan 
Kehakiman No. 35 thn 1999 Pasal 27 ayat 1). Dalam hal ini ketika berada dalam 
masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa 
pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai–nilai  
hukum yang hidup dikalangan masyarakat, untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah 
masayarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum  
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat 
memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-
sifat yang  baik dan yang jahat dari tertuduh. 1 (UU Kekuasaan Kehakiman No. 35 
th 1999 Pasal 27 ayat 2). Dalam hal ini sifa-sifat yang jahat maupun yang baik dari 
tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan 
dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan 
pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh 
dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa 
dan sebagainya. 
Demi mendukung kelancaran tugas-tugas yang amat mulia yang dilakukan 
oleh hakim, maka diperlukan adanya  suatu kemandirian bagi hakim. Asas 
kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara juga di anut oleh Indonesia, hal 
ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 UUD 1945 yang dalam penjelasannya 




pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu maka harus diadakan 
jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.
26
  
Dalam penafsiran Undang-undang dasar 1945 Bab IX pasal 24 menyebutkan: 
a) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
b) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkung peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 
peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. 
c) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman 
diatur dengan undang-undang. 
b. Fungsi Hakim sebagai Mediator 
Mediasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu mediation yang diartikan sebagai 
penyelesaian sengketa dengan menengahi.
27
 Konsep ini dapat diartikan menengahi 
suatu sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediator adalah orang yang bertindak 
sebagai penengah dalam suatu sengketa.
28
 Mediasi menurut kamus Perancis 
médiation diartikan usaha menengahi, mediateur adalah penengah atau pelerai, 
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Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga, 
dimana pihak ketiga tersebut memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi secara 
efektif, bila tidak ada negosiasi berarti tidak ada mediasi.
30
 Dalam PERMA No. 1 
Tahun 2016 dijelaskan bahwa mediasi adalah,  cara penyelesaian sengketa melalui 
proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh 
mediator.
31
 Sebagaiman yang terdapat pada pasal 1 ayat (7) Mediasi merupakan 
suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai ‚kendaraan‛ untuk 
berkomunikasi antarpara pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas 
sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab 
utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. 
Dalam bukunya, Nurnaningsih menyebutkan  bahwa mediasi mengandung 
unsur-unsur berikut: 
1. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas 
kesukarelaan melalui suatu perundingan. 
2. Mediator yang terlibat dan diterima oleh para pihak yang bersengketa 
didalam perundingan. 
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 
penyelesaian. 
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan selama 
perundingan berlangsung. 
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5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima 
pihak-pihak yang bersengketa.32 
Hakim mediator berperan sebagai penasehat hukum dan mediator bagi para 
pihak yang berperkara. Salah satu pihak yang mempunyai peran penting dalam 
menekan angka perceraian adalah hakim mediator. Biasa mediator adalah orang 
yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disengketakan atau ahli dibidang hukum 
karena pendekatan yang difokuskan.
33
Mediator sebagai penengah atau pihak ketiga 
yang netral dalam proses mediasi, maka untuk itu hakim mediator harus membantu 
para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Seorang mediator akan 
membantu pihak untuk membingkai persoalan yang perlu diselesaiakan secara 
bersama. 
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai hakim mediator, hakim dituntut 
untuk mengedepankan etika profesinya. seorang hakim harus bebas dari 
ketidakpantasan dan ketidakpatutan (improper behavior, improprietary). Seorang 
hakim harus selalu menyadari bahwa perilakunya dapat mencoreng jabatan dan citra 
pengadilan, hal tersebut juga harus ditunjukkan dalam proses mediasi.  Seorang 
hakim juga haru memahami bahwa dia bertugas menerapkan hukum dan undang-
undang melalui penafsirannya pada kasus yang dihadapinya, membawa atau 
mempunyai dampak pada perkembangan hukum (the development of the law).34   
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Olehnya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi hakim tidak boleh terlepas dari 
asas pelaksanaan hukum. Menurut Prof. Dr.  Satjipto Rahardjo, SH. Sebagaimana 
yang dikutip oleh Jimly Ashsiidiqie mengatakan asas hukum adalah jiwanya 
peraturan  hukum, karena merupakan dasar lahirnya peraturan hukum, ialah rasio  
legisnya peraturan hukum. Adapun asas-asas umum Peradilan Agama adalah:35 
1) Asas Bebas Merdeka 
Dalam penjelasan pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 ini  menyebutkan bahwa 
kekuasaan kehakiman yang merdeka mengandung pengertian bahwa kekuasaan 




2) Asas Sebagai Pelaksana Kekuasaan kehakiman  
Pasal 10 UU No. 48 tahun 2009, kekuasaan kehakiman dilakukan  oleh 
sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  dibawahnya, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan peradilan  yang berada di bawah Mahkamah 
Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan 
Agama, Peradilan  Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.
37
 
3) Asas Ketuhanan 
Peradilan Agama dalam menerapkan hukumnya selalu berpedoman pada 
sumber Hukum Islam, sehingga pembuatan putusan  ataupun penetapan harus 
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dimulai dengan kalimat ‚basmalah‛ yang  diikuti dengan irah-irah ‚demi keadilan 
berdasarkan ketuhanan yang maha esa‛ 
4) Asas Fleksibilitas  
Pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama harus dilakukan dengan 




5) Asas Non Ekstra Yudisial 
Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain  diluar 
kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam 
UUD RI tahun 1945. 
6) Asas Legalitas 
Asas ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 UU No. 48 tahun 2009, Pengadilan 
Agama mengadili menurut Hukum Islam dengan tidak membeda-bedakan orang, 
sehingga hak asasi yang berkenaan dengan persamaan hak derajat setiap orang 
dimuka persidangan pengadilan  Agama tidak terabaikan. 
7) Asas Legitima Persona Standi in Yudicio  
Semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka 
persidangan harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara, 
apakah pihak-pihak itu sebagai penggugat atau pihak-pihak itu sebagai tergugat. 
8) Asas Ultra Petitum Partem 
Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta 
atau hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut. Hal ini berdasarkan pada pasal 
178 ayat 2 dan 3 HIR.
39
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9) Asas Audi et Alteram Partem  
Hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara dimuka 
persidangan. Dalam arti pengadilan dalam mengadili para pihak harus ada unsur-
unsur kesamaan derajat, kesamaan hak di persidangan, dan para pihak mempunyai 
kedudukan yang sama dimuka persidangan. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 32a dan 
pasal 121 ayat 2 HIR. 
10)  Asas Unus Testis Nulus Testis  
Bahwa seorang saksi tanpa ada alat bukti lain dianggap belum mencapai 
batas minimal pembuktian. Agar pembuktian mencapai nilai batas minimal, 
pembuktian harus ada alat bukti lain. Hal ini berdasarkan pada pasal 169 HIR.  
11)  Asas Actor Squitur Forum Rei  
Pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat bertempat tinggal, 
sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR., kecuali Undang-Undang 
menentukan lain sebagaimana terhadap perkara perceraian yang berlaku di muka 
Pengadilan Agama.  
12)  Asas Actor Squiter Forum Rei Sitai  
Gugatan diajukan di Pengadilan dimana benda tidak bergerak itu  berada atau 





Khusus pengadilan agama ada asas khusus yang diterapkan yakni: 
13)  Asas Personalitas Keislaman 
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Diatur dalam UU No 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 2 alenia ketiga dan pasal 49, dinyatakan 
bahwa Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang beragama Islam. 
Ketentuan yang melekat pada UU No. 50 Tahun 2009 tentang asas personalitas 
keislaman adalah sebagai berikut:  
a. Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam. 
b. Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. 
c. Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan pada Hukum Islam, oleh 
karena itu acara penyelesaiannya berdasarkan Hukum Islam.
41
 
14)  Asas Ishlah (Upaya Perdamaian)  
Upaya perdamaian diatur dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang 
perkawinan jo. pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 UU No. 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama jo. pasal 115 KHI dan SEMA No. 01 Tahun 2008 tentang Mediasi. 
Islam menyuruh untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan melalui pendekatan 
ishlah. Karena itu, tepat bagi para Hakim Peradilan Agama untuk menjalankan 
fungsi mendamaikan, sebab bagaimanapun adilnya suatu putusan, pasti lebih cantik 
dan lebih adil hasil putusan itu berupa perdamaian.
42
 
15)  Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum 
Asas terbuka untuk umum diatur dalam pasal 59 ayat 1, 2, dan 3 UU No. 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 ayat 1, 2 UU No. 4 Tahun 2004 
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tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang menghendaki agar jalannya sidang 
tidak hanya diketahui oleh para pihak yang berperkara, tetapi juga oleh publik 
(umum). Asas ini bertujuan agar persidangan berjalan secara fair, menghindari 
adanya pemeriksaan yang sewenang-wenang atau menyimpang dan agar proses 
persidangan menjadi media edukasi prepensi, informasi bagi masyarakat 
umum.
43
Asas hukum ini bermakna bahwa sidang pemeriksaan Pengadilan Agama 
terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain atau Hakim 
dengan Pengadilan Agama mempunyai alasan-alasan penting yang dicatat dalam 
berita acara sidang, memerintahkan bahwa pemeriksaan secara keseluruhan atau 
sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.
44
 
Adapun pemeriksaan perkara di Pengadilan Agama yang dilakukan dalam 




16)  Asas Equality 
Asas equality dilingkungan Peradilan Agama diatur dalam pasal 58 ayat 1 
UU No. 70 Tahun 1989 jo.  pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. Setiap orang yang berperkara dimuka sidang pengadilan 
adalah sama hak dan kedudukannya dihadapan hukum, sehingga tidak ada 
pembedaan yang bersifat diskriminatif, baik dalam bentuk diskriminasi normatif 
maupun diskriminasi kategoris. Bentuk dari diskriminasi normatif adalah 
membedakan aturan hukum yang berlaku terhadap pihak-pihak berperkara, 
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sedangkan  yang dimaksud dengan diskriminasi kategoris adalah membedakan-




17)  Asas  Aktif memberi bantuan 
Asas aktif memberikan bantuan kepada pencari keadilan dilingkungan 
Peradilan Agama adalah diatur dalam pasal 119 HIR/143 RBg. jo. pasal 58 ayat 2 
UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 4 ayat 2 UU No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terlepas dari perkembangan praktik yamg 
cenderung mengarah kepada proses pemeriksaan dengan ‚surat/tertulis‛, hukum 
acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg. sebagai hukum acara yang berlaku 
untuk lingkungan Peradilan Umum, dengann ketentuan pasal 54 UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan resmi berlaku untuk Pengadilan Agama, 
menganut sistem pemeriksaan langsung dengan lisan serta tidak wajib para pihak 
dibantu atau didampingi penasihat hukum.
47
 
18)  Asas Ratio Decidendi (Pertimbangan Hukum)  
Segala putusan pengadilan, selain harus memuat alasan dan dasar putusan 
tersebut, memuat pula pasal tertentu dan perturan perundang-undangan yang 
bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk 
mengadili, dan setiap putusan harus memuat pertimbangan hukum yang didasarkan 
pada alasan-alasan penilaian dan dasar hukum yang tepat dan benar.
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Dalam buku Jimly Asshidiqie disebut juga dengan Motiverings Plicht 
(putusan disertai alasan), yaitu diatur dalam pasal 25 ayat 1 UU No. 4 Tahun 2004 
jo. pasal 50 ayat 1 Tahun 2009, menegaskan bahwa segala putusan pengadilan harus 
memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis 
yang dijadikan dasar untuk mengadili.
49
 
 Dalil-dalil dan atau dasar hukum positif yang ada dimakudkan untuk 
pertanggung jawaban dari sebuah keputusan yang telah dikeluarkan oleh Hakim 
dalam persidangan di pengadilan, sehingga pihak lawan tidak akan mudah atau akan 
kesulitan untuk mencari celah-celah atau kelemahan dari putusan yang telah 
dikeluarkan. 
50
Dasar pertimbangan hukum dalam sebuah putusan secara yuridis 
normatif mengacu pada pasal 184 ayat 1 HIR jo. pasal 195 ayat 1 RBg. alasan alasan 
penilaian dalam putusan mencakup hal-hal yang bersifat rasional, aktual, dan 
mengandung nilai-nilai kemanusiaan, peradaban, dan kepatutan.  
19)  Asas Memberi Bantuan Antar Pengadilan  
Untuk kepentingan peradilan, semua pengadilan wajib saling memberi 
bantuan yang diminta diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009. Sebab 
apabila tidak ada saling memberi bantuan antar pengadilan, maka proses 
penyelesaian perkara akan berlarut-larut, dan juga terhadap perkara yang telah 
diputus dimana salah satu pihak berada dilingkungan Peradilan Agama lain, maka 
putusan tidak memiliki arti apa-apa.
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B. Perceraian dalam Islam  
1. Pengertian Perceraian 
Perceraian Adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri secara sah, 
Perceraian berasal dari kata ‚cerai‛ yang berarti ‚pisah‛ atau putus hubungan.52 
Perceraian dengan lafadz tertentu jadi setelah cerai antara suami istri tidak ada lagi 
hubungan,  aturan yang mengikat baik lahir maupun batin. 
Talak berasal dari kata ‚ithlag‛, yang artinya ‚melepaskan atau 
meninggalkan‛. Sedangkan dalam istilah agama, talak artinya melepaskan ikatan 
perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.
53
 Secara harfiyah talak itu berarti 
lepas dan bebas. Al-Mahadi dalam Kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan : 
Melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya. 
Perceraian juga telah diperbolekah pada masa sebelum Islam tetapi bentuk 
dan caranya  tidak manusiawi. Apabila seoarang  lelaki marah baik karena alasan-
alasan yang  sah (dapat dibenarkan) atau hanya untuk menunjukkan kebenciannya 
kepada wanita, maka wanita  tidak memiliki kuasa hukum apapun tidak pula 
memperoleh tunjangan cerai atau biaya  hidup, ataupun  hak-hak lainnya  dari  
suaminya. 
Ketika orang-orang Yunani berada pada puncak peradaban mereka yang 
mudah, bentuk perceraian mereka tidak  diatur oleh ketetapan dan peraturan ataupun 
persyaratan serta pembatasannya. Perceraian telah menjadi bagian  dari kehidupan 
perkawinan mereka dan sekalipun kedua belah pihak telah bersumpah untuk  tidak 
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saling berpisah satu  sama  lain pada saat perkawinannya,  namun hakim akan tetap 
mengesahkan perceraian mereka bila masalahnya sampai  diajukan ke pengadilan. 
Orang-orang romawi memandang perceraian sebagai suatu  yang tidak 
mungkin setelah menempuh upacara perkawinan, tetapi suami diberi hak yang  
terbatas atas istrinya sehingga dalam beberapa kasus setelah adanya perselisihan, 
suami berlaku kejam (bahkan mungkin  membunuhnya) untuk membebaskan diri  
darinya kerana berdasarkan hukum agama mereka, istri tidak memiliki perlindungan 
hukum apapun atas tindakan perceraian yang dilakukan suami. 
Diantara orang-orang Arab juga kuasa perceraian dimiliki oleh  suami tanpa 
batas mereka menganggap tak ada ketentuan kemanusiaan ataupun keadilan dalam 
memperlakukan istri-istri mereka. Pada Jahiliyah sebelum Islam, orang-orang Arab 
biasa menceraikan istri-istri mereka pada waktu  kapanpun, karena alasan apapun, 
atau bahkan tanpa alasan sama  sekali. Mereka juga biasa membatalkan cerai  lalu 
bercerai  lagi berkali-kali sesuka  mereka.
54
 
Setelah  datangnya Islam mengenai perceraian bukan dilakukan seperti yang 
telah terjadi sebelum Islam, melainkan telah diatur  dalam Nash (al-Qur’an dan al-
Hadits). 
2. Dasar Hukum Perceraian 
Sebagaimana yang telah  diuraikan diatas, ajaran Islam sangatlah mulai, 
termasuk dalam menyelesaikan masalah perceraian. Walaupun sebenarnya 
perceraian itu merupakan pintu darurat bagi suami istri yang tidak dapat lagi 
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mencapai tujuan perkawinan, apabila perceraian itu lebih baik dari pada terus dalam 
ikatan perkawinan. 
Dalam keadaan yang demikian, hukum Islam membolehkan adanya 
perceraian.  Seperti yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang Artinya : 
Dari Ibnu Umar ia berkata bahwa Rasulullah telah bersabda: ‚Sesuatu yang 




Dari hadits di atas dapat diartikan bahwa perceraian itu boleh tetapi Allah 
membencinya, jadi disini lebih mengutamakan dan menganjurkan perdamaian dari 
pada memutuskan untuk bercerai. 
Kemudian dijelaskan dalam surat al-Nisa >’ Ayat 35, yang menganjurkan 
untuk mengutus seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam  dari pihak istri 
sebagai juru damai, apabila ada perselisihan dalam rumah tangga. Namun demikian 
apabila usaha untuk mendamaikan itu gagal, barulah al-Qur’an memperkenangkan 
pasangan tersebut untuk berpisah. Sesuai dengan QS al-Nisa >’/4:130: 
ِْإ َٚۡۡ ِٓ  ُغيَۡبل ََّسَفَتيٱُۡ َّللِّۡۡٗ ِتَعَسۡٓ ِِّ ۡ
ّٗلًُوًۦۚۡۡ َْ بَو َٚٱُۡ َّللّۡب ّٗ يِىَحۡب  عِس ََٰٚ 
Terjemahnya :  
Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada 
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas 
(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.56 
Berdasarkan pada perintah Al-Qur’an serta bimbingan dari sunnah Nabi, 
maka para ulama telah memberikan penjelasan tentang perceraian ini, dalam ‚syarah 
Al Kabir disebutkan ada 5 dasar hukum kategori perceraian yaitu : 
a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq 
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b. Hukumnya makruh  bila ia dapat dicegah, kalau diperkirakan tak akan 
membahayakan baik pihak suami ataupun istri,  dan masih ada harapan untuk 
mendamaikannya. 
c. Ia menjadi mubah bila memang diperlukan, terutama kalau istri berahklak 
buruk (Su’ul khuluk Al-Mar’ah) dan demikian kemungkinan akan 
membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut. 
d. Hukumnya mandub jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap 
Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong. 
e. Bersifat mazhur bila perceraian itu dilakukan pada saat bulannya datang.57 
Dengan demikian dari segi kemashalatan atau kemudarathannya maka hukum 
perceraian ada empat yaitu : 
1. Wajib 
Apabila terjadi persilisihan antara suami istri, sedangkan dua hakam yang 
mengurus perkara keduanya sudah memandang  perlu keduanya (suami istri) 
untuk bercerai. Dperceraian menjadi wajib dalam kasus syiqaq bila tetap tak 
ada harapan untuk berdamai, maka percerainlah penyelesainnya yang terakhir 
agar suami maupuin istri dapat mengalami kehidupan yang lebih baik setelah 
bercerai. 
2. Sunnah 
Apabila suami  tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya 
atau perempuan tidak menjaga kehormatannya 
3. Haram (bid’ah) dalam dua keadaan 
                                                 
57
Abdul Rahman I, Doi, Perkawinan Dalam Syariat Islam, (Cet II; Jakarta: Rineka Cipta, 




Pertama, menyatukan talak sewaktu si istri dalam keadaan haid. Kedua, 
menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci 
itu. 
4. Makruh, yaitu hukum asal dari talak yang tersebut diatas.58 
 
C. Macam-macam Perceraian 
Sebelum kedatangan Islam, manusia menalak istrinya semau-maunya dan 
kapan saja dia ingin. Kemudian datanglah Islam dengan membawa aturan yang jelas 
dan rinci tentang kapan talak itu diperlukan, kapan waktunya, berapa bilangan talak 
dan lain sebagainya. 
Adapun macam-macam perceraian adalah : 
1. Talak 
Talak menurut istilah adalah menghilngkan ikatan pernikahan dengan 
menggunakan kata-kata tertentu, talak ada dua macam yaitu : 
a. Talak Raj’i yaitu talak satu atau dua yang dijatuhkan diikuti dengan masa 
berpisah dari istri yang dinikahi itu, yang masih memungkinkan untuk 
menjalin hubungan perkawinan, (al-Baqarah 229). 
b. Talak Bain adalah perceraian dengan talak tiga, Atau cerai setelah habis 
masa Iddahnya. Tidak ada kemungkinan untuk menjalin kembali hubungan 
perkawinan bila talak tiga telah  dijatuhkan. 
Talak Bain terbagi dua yaitu bain sugra dan bain kubra. Bain sugra yaitu 
mengurangi hak suami untuk menjalin hubungan perkawinan kembali. 
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Sedangkan bain kubra, semua hal untuk mempertautkan kembali ikatan 
perkawinan, hilang sama sekali bahkan bila istri yang telah diceraikannya 
telah menikah lebih dahulu dengan orang lain lalu bercerai. 
2. Khulu 
Khulu adalah cerai atas permintaan istri dengan iwad (tebusan) dari pihak 
istri kepada suami. 
3. Fasakh  
Fasakh adalah lepasnya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, 
yaitu: 
a. Sebab-sebab yang merusak aqad nikah, seperti pernikahan telah 
dilaksanakan, namun dibelakang hari diketahui bahwa perempuan itu adalah 
mahram suaminya, salah satu dari suami atau istri keluar dari agama Islam. 
b. Sebab-sebab yang menghalangi tujuan pernikahan seperti : terdapat penipuan 
dalam pernikahan, misalnya laki-laki mengaku dirinya orang baik, ternyata 
setelah menikah seorang penjahat, suami atau istri dinyatakan mengidap 
penyakit atau cacat yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga. 
4. Zihar, Ila dan Lian 
Zihar adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi penyerupaan istrinya 
terhadap ibunya, seperti engkau seperti punggung ibuku. Illa adalah sumpah seorang 
suami bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari empat 
bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Sedangkan Lian adalah 





Syiqaq adalah perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang telah 




Apabila seorang suami sudah bertekad dan memutuskan untuk menalak 
istrinya maka hendaknya ia memperhatikan adab-adab sebagai berikut: 
a. Memperhatikan maslahat di dalam menjatuhkan talak, setelah melalui 
pertimbangan yang matang. 
b. Menjatuhkan talak dengan keadaan takut atau khawatir tidak mampu untuk 
menegakkan hukum-hukum Allah (jika tetap bersama istrinya). 
c. Hendaknya tujuan dari menjatuhkan talak bukan untuk menyengsarakan istri. 
d. Hendaknya menalak istri dalam kondisi memang dia sudah tidak 
memungkinkan lagi untuk tetap menjadi istri. 
e. Hendaknya tidak menjatuhkan talak tiga secara sekaligus, juga jangan 
menjatuhkan talak dua. Namun hendaknya menjatuhkan talak satu dan 
diucapkan hanya satu kali saja. Misalnya ketika seseorang menjatuhkan talak 
satu maka dia tidak boleh mengucapkan, ‚Engkau aku talak, engkau aku 
talak.‛ 
f. Hendaknya menceraikan istri dengan cara yang diizinkan syariat, yakni talak 
yang sesuai dengan sunnah. Seperti menalak istri harus dalam keadaan suci 
dan tidak dalam kondisi telah dicampuri (setelah berada dalam masa suci itu), 
atau boleh juga menalaknya pada saat hamil. Seseorang dilarang menalak 
istrinya yang sedang haid, dan jika dia terlanjur melakukan itu maka harus 
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merujuknya lagi dan menunggu sampai suci. Kemudian jika telah suci maka 
hendaknya ia menalak dengan tidak menggaulinya lebih dahulu. Akan tetapi 
yang lebih utama adalah hendaknya dia membiarkan istrinya haid lagi, baru 
kemudian menalaknya dalam masa suci dari haid yang ke dua ini. 
g. Apabila seorang suami telah menalak istrinya di masa suci ini (dengan tidak 
menggaulinya lebih dulu) maka hendaknya dia membiarkan hingga habis 
masa iddahnya. Seorang suami mempunyai hak untuk rujuk(kembali) 
sebelum habis masa tiga kali haid dari istri yang ditalaknya, atau belum habis 
masa iddahnya. Jika wanita tersebut telah mengalami tiga kali haid maka 
berarti telah selesai masa iddahnya sehingga wanita tersebut halal untuk 
dinikahi oleh laki-laki lain. Jika mantan suaminya ingin kembali lagi maka 
dia harus khitbah (melamar) lagi dan melangsungkan akad dengan akad yang 
baru. 
h. Talak hendaknya tidak dilakukan dalam keadaan sedang marah. 
i. Hendaknya ada saksi atas terjadinya talak tersebut. 
j. Hendaknya menalak dengan cara yang baik, bukan cara-cara buruk, bukan 




D. Alasan perceraian berdasarkan Fikih, Kompilasi Hukum Islam dan UU No. I 
Tahun 1974. 
Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena 
talak atau gugatan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang 
pengadilan setalah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan  tidak berhasil 
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mendamaikan kedua belah pihak. Disamping itu dijelaskan pula bahwa pelaksanaan 
perceraian harus ada cukup alasan. 
1. Alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Bab XVI pasal 
116 adalah: 
a. Salah satu pihak berbuat zina dan menjadi mabuk, pemadat, penjudi, dan lain 
sebagainya yang sukar untuk disembunyikan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain diluar 
kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang 
lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau sebagai istri. 
f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak 
ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
g. Suami melanggar taklik talak. 




2. Alasan-alasan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 
(penjelasan) adalah sebagai berikut : 
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a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain 
sebagainya, yang sukar untuk disembuhkan. 
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal laqin diluar 
kemampuannya. 
c. Salah satu pihak mendapat  hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih 
berat setelah perkawinan berlangsung. 
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiyaan berat yang 
membahayakan pihak yang lain. 
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
f. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
62
 
Dari alasan-alasan perceraian diatas jelaslah bahwa pada dasarnya perceraian 
itu diminimalkan, tidak asal cerai begitu saja, tetapi harus ada alasan-alasan yang 
kuat. Dari keseluruhan alasan-alasan diatas bisa mengakibatkan perselisihan dan 
pertengkaran antara suami istri yang berakibat adanya perceraian apabila sudah 
tidak bisa didamaikan seperti alasan pada huruf f. 
Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tujuan perkawinan 
adalah membentuk keluarga yang bahagia, tentram dan damai. Namun tujuan yang 
mulia itu tidak selamanya berjalan dengan mulus benturan-benturan dalam rumah 
tangga pasti akan dialami, walaupun itu hanya benturan/masalah-masalah kecil. 
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Tak jarang juga masalah-masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri ini 
akan memuncak menjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk diatasi. 
Apabila masalah perselisihan ini sulit untuk dihindari maka akan mengakibatkan 
kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Dan akhirnya gagal mencapai tujuan 
perkawinan yang pada akhirnya akan berakibat kesuatu perceraian. 
Adapun faktor-faktor yang lain menyebabkan timbulnya perceraian sebagai 
berikut: 
1. Faktor Ekonomis, Yaitu kondisi ekonomi suatu rumah tangga dapat 
mempengaruhi kehidupan rumah tangga, suatu kemungkinan akan 
menimbulkan ketegangan di dalam kehidupan berumah tangga sehingga rumah 
tangga tersebut tidak harmonis dan bisa menyebabkan perceraian. Walaupun 
hal ini relatif, dan tidak jarang sebuah rumah tangga yang  hidupnya 
kekurangan dari segi materi namun kehidupannya tetap harmonis, dan  tidak 
menjamin pula bahwa keluarga yang hartanya berlimpah akan memperkokoh 
rumah tangganya. 
2. Adanya gangguan pihak ketiga, misalnya adanya pergaulan yang bebas baik 
istri maupun suami yang akan menimbulkan ketegangan dan pertengkarang 
dalam rumah tangga. 
3. Faktor cacat Biologis, yakni salah satu antara lain suami istri mengidap 
penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan penyakit itu mengganggu 
kehamonisan rumah tangga, karena salah satu pihak tidak dapat melakukan 
fungsinya sebagaimana mestinya. 
4. Faktor cemburu, Cemburu merupakan wujud dari rasa cinta dan sayang 




kehidupan rumah tangga, namun apabila rasa cemburu itu sudah melampaui 
batas-batas kewajaran, maka akan menjadi sumber pertengkaran. 
5. Faktor kekerasan, Faktor kekerasan yakni apabila suami menyakiti atau 
memukul atau dengan kata lain menyiksa jasmani seorang istri yang 
mengakibatkan luka bahkan sampai cacat tubuh, hal ini sudah dapat dijadikan 
alasan untuk bercerai. 
6. Tidak ada keharmonisan, Yakni tidak ada kecocokan antara suami istri. Jalan 
pikiran atau prinsip hidupnya selalu bertentangan, jadi tidak sejalan dalam 
membina kehidupan berumah tangga. 
7. Krisis akhlak, Yakni suami atau istri berbuat sesuatu yang bertentangan 
dengan agama, hukum yang berlaku, ataupun etika dan moralnya.
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Faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, rawan menjadi sumber perselisihan 
dan pertengkaran dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk 
mengajukan gugatan perceraian. 
Namun untuk menghindari itu semua sebelum melangsungkan pernikahan 
ada baiknya melakukan perjanjian perkawinan sehingga perceraian dapat 
dipertahankan ini  merupakan upaya awal suami istri untuk membina rumah tangga 
yang bahagia. 
Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan prinsip-
prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan 
dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntunan 
zaman. 
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Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam undang-undang perkawinan 
adalah:  
a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk 
itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing 
dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahtraan 
spiritual dan material. 
b. Dalam Udang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 
kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan ‚harus dicatat‛ 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
c. Undang-undang ini menganut asas monogamy. hanya apabila dikehendaki oleh 
yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkannya. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun 
demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun 
hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan 
apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 
d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah 
masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat 
diujudkan tujuan perkawinan secara baoik tampa berakhir dengan perceraian dan 
mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya 
perkawinan antara calon suami atau istri yang masih dibawah umur. dalam 
Undang-undang perkawinan menentukan batas umur seseorang yaitu bagi pria 




e. Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan 
sejahtra, maka undang-undang ini menganut menganut prinsip mempersulit 
perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan tertentu serta 
harus dilakukan didepan sdang pengadilan. 
f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan  suami 
baik dealam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, 
sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan 
dan diputuskan bersama oleh suami istri.
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Dari uraian diatas sudah jelas bahwa perkawinan bukan hal untuk yang 
gampang dilakukan karena perlu kesiapan  mental seseorang, karena tujuan  utama 
dalam perkawinan adalah membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah, warahmah (KHI Pasal 3). Dan perkawinan itu sendiri harus diketahui 
dan dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. 
Di Indonesia yang dimana masyarakatnya mayoritas beragam Islam maka 
kompilasi hukum Islam sangat dibutuhkan karena adanya suatu pedoman yang 
dibutuhkan oleh umat muslim tentang perkawinan Sehingga perkawinan dilakukan 
hanya untuk main-main, maupun karena dijodohkan tampa adanya kesiapan mental 
yang cukup. 
Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah 
akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji talak yang 
digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan 
datang. Sebelum melangsungkan perkawinan ada baiknya para calon pengantin 
mengadakan perjanjian, apakah itu untuk menghindari hal-hal yang terjadi setelah 
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menikah. Karena dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
diatur masalah perjanjian perkawinan dalam pasal 29 yang berbunyi : 
1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas 
persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh 
pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhahadap 
pihak ketiga sepangjang pihak ketiga tersangkut. 
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilaman melanggar batas-batas hukum, 
agama, dan kesusilaan. 
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali 
bila kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak 
merugikan pihak ketiga. 
5. Penjelasan pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak 
termasuk tiklik talak. Namun dalam peraturan menteri agama Nomor 3 Tahun 
1975 pasal 11 menyebutkan satu aturan yang bertolak belakang. 
6. Calon suami istir dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan 
dengan hukum Islam. 
7. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucfapkan 
dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan. 
8. Sighat taklik talak di tentukan oleh Menteri agama. 
Jadi, praktis perjanjian perkawinan seperti dijelaskan dalam penjelasan pasal 
29 Undang-undang No 1 Tahun 1974, telah diubah atau setidaknya diterapkan 
bahwa taklik talak termasuk salah satu salah satu macam perjanjian perkawinan 




a. Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 
b. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 
kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. supaya talak sungguh-
sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan 
Agama. 
Perjanjian taklik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap 
perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut 
kembali. Lebih jauh tentang perjanjian ini, Kholil Rahman mengintrodusir macam-
macam sifat perjanjian : 
1. Syarat-syarat yang menguntungkan istri, seperti syarat untuk tidak dimadu. 
Para ulama berbeda pendapat dalama masalah ini, ada yang menyatakan sah, 
dan ada yang menyatakan tidak. Sayad Sabig misalnya membolehklan si istri 
menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian tersebut. Apabila seorang 
istir mesyaratkan pada waktu akad nikah, agar suaminya tidak kawin lagi 
(memadunya), maka syarat itu sah dan mengikat dan dia berhak menuntut 
fasakh nikah apabila suami melanggar perjanjian itu. 
2. Syarat-syarat yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh maksud 
akad nikah itu sendiri. seperti tidak boleh mengadakan hubungan kelamin, tidak 
ada hak waris-mewarisi diantara suami istri, tidak boleh berkunjung kepada 
kedua orang tua, dan lain-lain. syarat-syarat semacam ini tidak sah, dan tidak 
mengikat. 
3. Syarat-syarat yang bertentangan dengan ketentuan syara seperti jika akad nikah 




babi, dan sebagainya. perjanjian ini tidak sah, dan bahkan akad nikahnya juga 
tidak sah. 
4. Apabila perjanjian yang telah disepakati bersama antara suami dan istri, tidak 
dipenuhi oleh salah satu pihak, maka pihak lain berhak untuk mengajukan 
persoalannya kepengadilan agama untuk menyelesaikaanya.
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Dalam hal pelanggaran dilakukan suami misalnya, istri berhak meminta 
pembatalan nikah atau sebagai alasan perceraian dalam gugatannya. Demikian juga 
sebaliknya jika si istri yang melanggar perjanjian diluar taklik talak, suami berhak 
mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama. 
E. Kerangka konseptual 
Menjawab persoalan yang di teliti dalam tesis ini yakni Peran dan Upaya 
Hakim dalam Menekan angka Perceraian, maka diperlukan kerangka konseptual 
yang saling terkait guna memecahkan berbagai persoalan yang muncul, yang mana 
tidak terlepas dari peranan al-Quran dan Hadis sebagai landasan dan petunjuk utama, 
selain itu Undang-Undang juga sebagai acuan atau landasan hakim dalam 
memutuskan suatu perkara, khususnya perkara perceraian. Mediasi dalam hal ini 
sebagai sarana hakim untuk berupaya mendamaikan dalam percakara perceraian, 
yang pada akhirnya menghasilkan suatu putusan apakah lanjut persidangan/cerai 
atau rujuk kembali. 
Kerangka konseptual dalam sebuah penelitian merupakan alur pikir yang 
logis yang akan dilakukan oleh peneliti yang dibuat dalam bentuk diagram atau pola. 
Tujuan dari kerangka pikir adalah untuk menjelaskan secara garis besar pola subtansi 
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penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir dibuat berdasarkan pertanyaaan 
penelitian (research quetion), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa 
konsep serta hubungan diantara konsep-konsep atau variabel tersebut. Adapun 
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A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) yakni meneliti 
peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan. Selain itu penelitian ini menitik beratkan 
dan berupaya mendiskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa 
yang diteliti melalui observasi, interview (wawncara), pencatatan serta meneliti 
dokumentasi.
1
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 
pendekatan studi kasus, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini 
menghasilkan data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata dalam bentuk lisan dan 
tertulis dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.
2
 
Berdasarkan masalah penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif 
kualitatif yaitu penelitian yang sifatnya terbatas pada suatu masalah dan keadaan 
sebagaimana adanya,sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta, dalam arti 
hanya memberikan gambaran realitas dilapangan.
3
 Jadi, penelitian ini bersifat 
deskriptif kualitatif, yakni penulis menganalisis dan menggambarkan secara objektif 
dan akurat tentang kegiatan, peristiwa dan keadaan penelitian.
4
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Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut 
atau perspektif partisipan, diarahkan lebih dari sekedar memahami fenomena tetapi 
juga mengembangkan teori.
5
 Dalam hal ini penulis berusaha menggambarkan 
tentang realitas proses upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Ternate. 
2. Lokasi Penelitian  
Sesuai dengan judul ‚Peran dan upaya hakim dalam menekan angka 
perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate‛ maka objek penelitian ini 
dilaksanakan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Waktu pelaksanaan terhitung 
sejak izin penelitian diterbitkan oleh Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 
rekomendasi Balitbangda Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah 
Kota Ternate dan persetujuan pihak informan dalam hal ini Hakim dan beberapa 
pegawai di Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate. 
Peneliti memilih lokasi di Kota Ternate dengan pertimbangan bahwa: Salah 
satu Pengadilan Agama di Provinsi Maluku Utara ada di Kota Ternate . 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang dimaksud terdiri atas dua perspektif yakni 
pendekatan yuridis dan syar’i.6 Pendekatan keilmuan dalam konteks ini secara garis 
besar adalah pedekatan ilmu Hukum Syariah  dan terdiri dari perspektif atau 
pendekatan sejumlah ilmu bantu hukum syariah, yakni pendekatan teologi normative 
(syar’i), dan yuridis ditambah dengan pendekatan sejarah, serta teori-teori yang 
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relevan dengan kajian ilmu fiqhi munakahat. Sementara pendekatan metodologi 
yang dimaksud adalah metode penelitian kualitatif dengan ruang lingkup kajian yang 
spesifik (studi kasus) pada Pengadilan Agama Kota Ternate. 
C. Sumber Data 
Aktivitas penelitian tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan 
bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek 
penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 
kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. 
 Data penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan 
dengan menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung.
7
 
Penentuan sumber data pada penelitian kualitatif ditentukan secara 
purposive, yaitu suatu teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan 
rasional bahwa informanlah yang memiliki otoritas dan kompetensi untuk 
memberikan informasi atau data sesuai yang peneliti harapkan.
8
 Menurut Lofland 
dalam kutipan Moleong, sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 
dan tindakan, data tertulis, dokumen, grafik dan statistik.
9
 Jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Data primer diperoleh 
dari informan baik itu melalui wawancara atau peneliti sendiri yang melakukan 
observasi. Data primer dalam penelitian lapangan merupakan data utama yang 
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diambil langsung dari informan, dalam hal ini adalah Hakim dan beberapa pegawai 
di Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate. 
Sedangkan data skunder merupakan data yang tidak langsung diambil dari 
para informan akan tetapi memalui dokumen.
10
 Data sekunder adalah data yang 
bersumber dari literatur, referensi buku, karya tulis ilmiah, jurnal, artikel, sumber 
online dan sebagainya yang berguna untuk kebutuhan informasi penelitian berupa 
data-data teoretis, uraian fakta yang relevan dengan objek studi, hasil penelitian 
terdahulu, maupun data tertulis yang diperoleh langsung dari objek penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Secara 
umum berdasarkan orientasi metode penelitian kualitatif, bahwa pengumpulan data-
data penelitian ini mengggunakan metode observasi wawancara, dan dokumentasi. 
a) Observasi 
Observasi digunakan karena beberapa alasan seperti yang dikemukakan oleh 
Guba dan Linclon dalam Lexy J. Moleong antara lain; teknik pengamatan ini 
didasarkan atas pengalaman secara lansung, karena pengalaman lansung merupakan 




Observasi adalah cara pengambilan data dengan mengamati dan mendengar 
dalam rangka memahami, serta mencari bukti terhadap fenomena social selama 
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beberapa waktu tanpa mempengaruhi fenomena yang di observasi dengan mencatat, 
merekam dan memotret fenomena tersebut guna penemuan data anlisis.
12
 Metode ini 
digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar 
peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang akan 
diteliti. Observasi dilakukan dengan maksud melihat fenomena yang berkaitan 
dengan peran dan upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Ternate.. 
Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran 
objektif perilaku atau kejadian, untuk menjawab permasalahan penelitian, membantu 
mengerti perilaku subjek penelitian, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran 
terhadap aspek tertentu dengan melakukan umpan balik terhadap penilaian tersebut. 
Beberapa informasi yang diperoleh dari metode observasi adalah ruang (waktu dan 
tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa yang berkenaan 
dengan  objek penelitian. 
b) Wawancara 
Wawancara yaitu percakapan dengan maksud tertentu.
13
 Wawancara adalah 
suatu proses untuk memperoleh keterangan tentang penelitian dengan cara tanya-
jawab antara peneliti dengan informan. Teknik wawancara diawali dengan 
melakukan persiapan pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 
Kemudian mendesain pertanyaan secara terstruktur, sesuai kondisi psikologis 
narasumber dengan bantuan note book, tape recorder.14 Mekanisme wawancara 
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dilakukan dengan cara wawancara mendalam (depth interview) yang dilakukan 
secara individual dan diskusi. 
Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh dan menggali data secara jelas 
dan konkret tentang penelitian dengan objek wawancara yakni hakim dan beberapa 
pegawai Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate, yang dianggap mampu 
memberikan data-data penelitian. Informan tersebut dipilih berdasarkan teknik 
snowball sampling, dengan merujuk pada kategori pada uraian table berikut: 
Tabel 1.1 
Informan Penelitian 












Total informan 4 
c) Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data 
dalam bentuk dokumen, yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu baik berupa 
tulisan maupun gambar yamg digunakan sebagai pelengkap penggunaan metode 
observasi dan wawancara dalam penelitian.
15
 Sejumlah besar fakta dan data 
tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak 
terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk 
mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. 
                                                 
15





Data dokumentasi yang dimaksud terutama bersumber dari arsip data kantor 
Pengadilan Agama Kota Ternate setempat terkait angka perceraian, grafik/foto dan 
dokumen relevan lainnya. Dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk 
melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto) dan karya-
karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. 
E. Instrumen Penelitian 
Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan peneliti adalah 
instrument kunci.
16
 Kedudukan peneliti sebagai instrument dalam penelitian 
kualitatif adalah hal yang utama karena ia sekaligus sebagai perencana, pelaksana 
pengumpulan data, analisis dan penafsir data serta pelapor hasil penelitian.
17
 
Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang sangat penting dan strategis 
yang digunakan dalam mengumpulkan data lapangan, karena data yang diperlukan 
untuk menjawab rumusan masalah. Dalam upaya memperoleh data yang empiris 
mengenai masalah yang diamati dalam penelitian ini digunakan seperangkat 
instrumen dalam bentuk pedoman wawancara (interview guide),alat rekam peristiwa 
seperti tape recorder dan kamera, serta catatan lapangan (field note) untuk 
menghimpun informasi mengenai peran dan hakim dalam menekan angka perceraian 
di Pengadilan Agama KotaTernate. 
 
F. Teknik Pengolahan dan Analisi Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
a. Mengklasifikasi materi data transkrip wawancara , catatatan lapangan (hasil 
wawancara/observasi), data primer dan sekunder. 
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b. Mengolah data berdasarkan keterkaitan antar komponen dalam konteks fokus 
permasalahan penelitian. 
2. Teknik Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara 
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sistesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain.
18
 Jadi teknik analisis data adalah metode yang digunakan 
dalam menganalisis data-data penelitian yang telah dikumpulkan. 
Adapun metode yang peneliti gunakan dalam teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah model interaksi Miles dan Huberman, yakni analisis data 
dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam 
periode tertentu.
19
 Teknik analisis data tersebut dijelaskan sebagai berikut: 
a) Reduksi Data 
Reduksi data adalah merangkum dan memilih hal-hal yang pokok dan 
memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema yang dianggap penting 
dan relevan dengan Peran hakim dalam menekan angka perceraian. 
b) Display atau Penyajian Data 
Display yaitu penyajian data dal bentuk uraian singkat, bagan dan sejenisnya 
yang merupakan lanjutan setelah data direduksi dan melalui penyajian data tersebut, 
maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin 
mudah untuk dipahami. 
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c) Verifikasi dan Kesimpulan 
Verfikasi adalah penarikan kesimpulan, yakni setelah data dipolakan, 
difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, maka melalui 
metode induksi, data tersebut disimpulkan. Sehingga makna data dapat ditemukan 
dalam bentuk tafsiran dan argumentasi. Kesimpulan juga diverifikasi selama 
penelitian berlangsung. Dari kesimpulan yang diambil, apabila masih terdapat 
kekurangan akan ditambahkan. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Dalam penelitian kualitatif, penting untuk mengecek keabsahan data untuk 
menghindari data yang tidak valid. Hal ini untuk menghindari adanya jawaban dari 
informan yang tidak jujur. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik triangulasi, yakni pengecekan keabsahan data dengan 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk kepatingan pengecekan 
keabsahan data atau sebagai bahan perbandingan terhadap data yang ada. 
Triangulasi, dilakukan dan digunakan untuk mengecek keabsahan data 
dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.
20
 Tirangulasi 
dengan menggunakan teknik, dilakukan dengan cara membandingkan data observasi, 
data hasil wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama sehingga 
menjadi data yang autentik dengan masalah penelitian. Sedangkan triangulasi 
dengan menggunakan sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek kembali 
derajat kepercayaan suatu informasi. yang diperoleh dari lapangan penelitian melalui 
sumber yang berbeda dengan teknik yang sama. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Kota Ternate 
1. Kondisi Geografi dan Sosiologis Kota Ternate 
Penelitian dilakukan di Kota Ternate provinsi Maluku Utara ini memiliki 
empat kecamatan yaitu: Ternate Utara, Ternate Selatan, Ternate Tengah dan Pulau 
Ternate dengan Ternate sebagai Ibu kotanya Wilayahnya berbatasan dengan Selat 
Halmahera di sebelah timur, sedangkan di sebelah utara, selatan dan barat 
berbatasan dengan Laut Maluku. Kota Ternate merupakan kota kepulauan yang 
memiliki luas wilayah 547,736 km², dengan 8 pulau. Pulau Ternate, Pulau Hiri, 
Pulau Moti, Pulau Mayau, dan Pulau Tifure merupakan lima pulau yang 
berpenduduk, sedangkan terdapat tiga pulau lain seperti Pulau Maka, Pulau Mano 
dan Pulau Gurida merupakan pulau berukuran kecil yang tidak berpenghuni. 
Kondisi topografi Kota Ternate dengan sebagian besar daerah bergunung dan 
berbukit, terdiri atas pulau vulkanis dan pulau karang dengan kondisi jenis tanah 
Rogusal (Pulau Ternate, Pulau Hiri, dan Pulau Moti) dan Rensika (Pulau Mayau, 
Pulau Tifure, Pulau Maka, Pulau Mano dan Pulau Gurida). Kondisi topografi Kota 
Ternate juga ditandai dengan keberagaman ketinggian dan permukaan laut antara 0-
700 m dpl. Iklim Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut dan memiliki dua 
musim yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba disetiap tahunnya. 








Ternate disebut sebagai sebuah kosmopolitan pada abad pertengahan.Dari   
kepulauan inilah Islam awal memasuki Nusantara melalui jalur perjalanan perahu  
Cina yang telah mampir ke Maluku Utara untuk perdagangan cengkih sejak abad  
ke-7 Masehi (era dinasti Tang). Karena Chinese-Linkage inilah, Islam di Ternate 
beraliran Suni dalam kehidupan sehair-hari yang akomodatif terhadap perbedaan  
sosial. 
Perbedaan sosial ini juga dapat dilihat pada acara-acara adat semisal pada 
upacara pernikahan. Masyarakat yang mendiami Kota Ternate bagian Tengah dan 
Ternate Selatan sudah tidak terlalu taat memakai adat istiadat yang berciri khas 
kebudayaan Ternate. Berbeda dengan masyarakat Kota Ternate yang mendiami  
Kota Ternate bagian Utara, pada umumnya masih sangat kental memegang nilai-
nilai tradisi sehingga pada upacara pernikahan masih dipakai adat istiadat yang  
terlihat mewakili kebudayaan Ternate. 
2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Kota Ternate. 
Daerah Kabupaten Maluku Utara dari pulau dan waktu dahulu disebut moloku kie 
Raha atau daerah raja-raja, dan dibagi atas 4 kesultanan serta masing masing diperintahkan 
oleh seorang sultan yang berstatus otonom yaitu : Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo dalam 
Kepemerintahannya Sultan dibantu oleh Joguga (Mangkubumi), dan dalam bidang Urusan 
Agama dan Hukum Hukum Agama Sultan dibantu oleh seorang khadi, Sultan sebagai 
penguasa tertinggi, jogugu (Mangkubumi) menjalankan perintah disamping sebagai Ketua 
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Landrad yang disebut Pengadilan Swapraja, yang berwenang memeriksa dan mengadilai  
segala kepentingan umat islam yang meliputi urusan Tauliayah dan Hukumiyah: Nikah, 
Talak, Rujuk, Pendidikan Agama Penerangan Agama, Penyuluhan Agama, dakwah, 
pendeknya sesuatu yang menyangkut Sunnah maupun fardhu, dan selebihnya mengurus dan 
mengadili perkara perkara Ummat Islam (Peradilan Agama). 
Setelah RI mencapai kedaulatannya, maka Pemerintah Kesultanan kembali 
kepada Pemerintah Pusat, maka didaerah dikembalikan kepada Bupati yang meliputi 
seluruh daerah Kabupaten Maluku Utara (Ternate, Tidore dan Bacan) Pengadilan 
Swapraja dibawa Pimpinan Jogugu dintergrasikan kepada Badan Peradilan Umum 
(Pengadilan Negeri) sesuai pasal 39 UU. No. 14  tahun 1970 yang penjelasannya.  
Berdasarkan UU No. 1 ayat (2) oleh Menteri Kehakiman secara berangsur 
angsur setelah dilakukan penghapusan Pengadilan Adat/Swapraja diseluruh Bali, 
Sulawesi, Lombok, Sumbawa, Timor, Kalimantan, Jambi, dan Maluku 
‚Penghapusan tersebut Pengadilan/Hakim Syara Swapraja tidak turut terhapus dan 
Hakim Syara Swapraja ini tetap berjalan terus, hal mana berdasarkan atas pasal 134 
(ayat 2) dari Indiche Staats Regeling, karena dalam UUD 1945 tidak terdapat 
ketentuan mengenai Peradilan Agama. Bahkan dalam Pasal 1 ayat ( ayat 2) UU. No. 
1 Tahun 1951 menyatakan bahwa : jika Peradilan itu menurut hukum yang hidup 
merupakan satu bagian dari Peradilan Swapraja (Zelfbestuurs rachtspraak) tidak 
turut terhapus. 
Maka hakim syara Swapraja berjalan terus walupun kemudian telah 
dibukanya Kantor Urusan Agama yang melakukan urusan-urusan : Tauliyah. Dengan 
Panatapan Menteri Agama RI No. 5 tahun 1958 telah dibentuk Peradilan Agama / 




87 tahun 1966 termaksud Pengadilan Agama/ mahkamah Syariah Labuha, dimana 
kesemuanya itu terdapat didalm wil. Kab. Maluku Utara, maka untuk 
menghilangkan dualism dalam urusan Peradilan  Agama tersebut yakni Pengadilan 
Agama/Mahkamah Syariah Departemen Agama disatu pihak dan Hakim Syara 
Swapraja  dilain pihak, maka atas prakarsa Sultan Muda Ternate MUDHAFAR 
SYAH,  dan JOGUGU  Dewan Adat Moloku di Ternate mengadakan serah terima 
badan Hakim Syara Swapraja tersebut kepada DIREKTORAT PERADILAN 
AGAMA DI JAKARTA yang sekaligus dijabat oleh Bapak K.H. Z.A NUCH.  
Dengan ketentuan bahwa Hakim Syara Swapraja di Ternate yang menurut 
ketentuan pasal 1 ayat (4) dari UU Darurat No. 1 tahun 1951 jo. Pp. nO. 45 tahun 
1957 tugas dan wewenang badan tersebut seharusnya sudah di tamping dalam 
Pengadilan Agama/ Mahkamah Syaria;ah setempat, maka dengan adanya 
penyerahan Badan Hakim Syara tersebut kepada  DIREKTORAT PERADILAN 
AGAMA akan lebih menyempurnahkan dan menghapuskan dualisme pelaksanaan 
tugas Peradilan Agama di Ternate serta daerah Maluku pada umumnya, bahwa  
berdasarkan pasal 39 UUD 1945 atas hak-hak asal usul dalam diri dai 4 Kesultanan 
dan 4 Kekhadian tadi, maka dibentuk 4 Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah 
Yaitu Ternate, Soasio, Labuha dan Morotai. 
Pengadilan Agama Ternate, baru secara nyata pada tanggal 22 Agustus 1966 
setelah adanya serah terima dari Badan Hakim Syara di Ternate dari Jogugu (Ketua 
Dewan Adat Moluku Sdr. K. H NUCH) kepada Kepala Direktorat Peradilan Agama 
di Jakarta. Kemudian penunjukan personil Pengadilan Agama Ternate adalah 




terdiri atas seorang Pejabat Ketua, 2 (dua) orang Hakim Anggota tetap , 2 (dua) 
orang Hakim Anggota Honorer dan seorang Panitera. 
Pengadilan Agama Kota Ternate merupakan Pengadilan tingkat pertama 
yang berfungsi dan berwewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-
perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum 
Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syari’ah sebagaimana 
diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun.Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama 
Kota Ternate adalah Pengadilan Agama yang merupakan Pengadilan Tingkat 
Pertama yang berkedudukan di Kabupaten Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara 
yang daerah hukumnya meliputi kota Ternate terdiri dari kawasan kepulauan dengan 
7 kecamatan, 77 kelurahan/desa dengan klasifikasi 56 kelurahan/desa pesisir dan 21 
kelurahan/desa bukan pesisir. 
Berikut ini data wilayah yurisdiksi di Pengadilan Agama Kota Ternate: 
Tabel  1.2 
No Nama Kecamatan Luas daerah 
1 Pulau Ternate 65,88 km2 
2 Moti 24,60 km2 
3 Pulau Batang Dua 101,05 km2 
4 Pulau Hiri 6,70 km2 
4 Ternate Selatan 19,44 km2 
5 Ternate Tengah 18,52 km2 
7 Ternate Utara 14,16 km2 







3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Ternate 
Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara diharuskan memiliki struktur, 
tugas dan fungsi pokok sebagai lembaga penegak hukum. Dengan adanya struktur tersebut 
dapat membantu mereka dalam melaksanakan tugasnya. Pada umumnya struktur organisasi 
pengadilan di seluruh Indonesia mengikuti pola yang sama yang ditetapkan oleh Mahkamah 
















Gambar 1: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Ternate
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Dalam melaksanakan tugasnya kehakiman, lembaga peradilan agama 
merumuskan visi dan misi badan peradilan pada tanggal 10 September 2007 oleh 
Mahkamah Agung, yakni: 
a. Visi 
‚TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN AGAMA TERNATE KELAS 1B YANG 
AGUNG‛ 
b. Misi 
Adapun misi lembaga Pengadilan Agama Kota Ternate Kela 1B adalah Mewujudkan 
peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan melalui empat pilar utama yaitu: 
1) Menjaga kemandirian badan Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas 1B; 
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 
3) Menjaga kualitas managemen Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas 1B 
4) Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Agama Kota Ternate Kelas 1B. 
Berdasarkan struktur organisasi di atas, masing-masing mempunyai tugas 
pokok maupun teknis yaitu sebagai berikut: 
a. Kepemimpinan Pengadilan 
1. Tugas Ketua Pengadilan antara lain: 
a) Mengatur pembagian tugas para hakim; 
b) Membagikan Semua Berkas dan/ Surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara yang 
diajukan ke Pengadilan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan; 
c) Menetapkan Perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat 
perkara tertentu yang karena menyangkut kepentingan Umum harus segera diadili, maka 




d) Mengawasi Kesempurnaan Pelaksanaan Penetapan atauPutusan Pengadilan yang telah 
memperoleh Kekuatan Hukum tetap;  
e) Mengadakan Pengawasan atas Pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, 
sekretaris, dan Jurusita di daerah Hukumnya 
f) Mengevaluasi atas Pelaksanaan Tugas dan Tingkah LakuHakim, Panitera, Sekretaris, dan 
Jurusita. 
2.  Wakil Ketua Pengadilan Tugasnya ialah : 
a) Membantu Ketua dalam tugas-tugasnya sehari-hari. 
b) Melaksanakan tugas-tugas Ketua dalam hal ketua berhalangan. 
c) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya 
b. Hakim 
Hakim Peradilan Agama mempunyai tugas untuk menegakkan hukum 
perdata islam yang menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur dalam 
hukum acara Peradilan Agama Tahun 2004. 
1. Tugas Yustisial 
Hakim Peradilan Agama Kota Ternate pada umumnya mempunyai tugas 
untuk menegakkan hukum menjadi wewenangnya dengan cara-cara yang diatur 
dalam hukum acara Peradilan agama. tugas pokok hakim di Pengadilan Agama dapat 
dirinci sebagai berikut: 
a. Membantu pencari keadilan 
b. Mengatasi segala hambatan dan rintangan 
c. Mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa 
d. Memimpin persidangan 




f. Memonitor berkas perkara 
g. Mengawasi pelaksanaan putusan 
h. Memberikan pengayoman kepada pencari keadilan 
i. Menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat 
j. Mengawasi penasehat hukum 
2. Tugas Non Yustisial 
a) Tugas pengawasan sebagai hakim pengawas bidang 
b) Turut melaksanakan hisab, rukyat dan mengadakan kesaksian hilal 
c) Sebagai rikhaniawan sumpah jabatan 
d) Memberikan penyuluhan hukum 
e) Melayani riset untuk kepentingan ilmiah 
f) Tugas-tugas lain yang diberikan kepadanya 
3.   Tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara 
a) Konstatiring yaitu yang dituangkan dalam Berita Acara persidangan dan dalam 
duduk perkaranya pada putusan hakim. 
b) Kualifisir yaitu yang dituangkan dalam pertimbangan hukum dalam surat putusan. 
c) Konstituiring yaitu yang dituangkan dalam amar putusan (dictum) 
c. Pejabat Kepaniteraan 
1. Panitera 
Panitera bertugas antara lain: 
a) Menyelenggarakan administrasi perkara dan mengatur tugas wakil panitera, panitera 
muda dan panitera pengganti. 
b) Membantu haim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang pengadilan, 




c) Menyusun berita acara persidangan. 
d) Melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. 
e) Membuat semua daftar perkara yang diterima di kepaniteraan. 
f) Membuat salinan atau turunan penetapan atau putusan pengadilan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
g) Bertanggungjawab kepengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku 
daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti, dan surat-surat 
lainnya yang disimpan di kepaniteraan. 
h) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir. 
i) Membuat akta-akta. 
j) Melegalisir surat surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan. 
k) Pemungutan biaya biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara. 
l) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan PK (Peninjauan 
Kembali) 
m) Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan eksekusi yang 
diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. 
n) Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pelelangan yang ditugaskan oleh ketua 
PA. 
o) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada Ketua PA. 
p) Membuat Akta Cerai. 
2. Panitera Muda Gugatan 
Tugas Penitera Muda Gugatan adalah: 




b) Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, 
menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan 
dengan masalah perkara gugatan. 
c) Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan gugatan. 
d) Mencatat setiap perkara yang diterima ke dalam buku daftar isertai catatan singkat 
tentang isinya. 
e) menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara apabila 
dimintanya. 
f) menyiapkan perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali. 
g) menyerahkan arsip berkas perkara kepada Panitera Muda Hukum. 
3. Panitera Muda Permohonan 
Tugas Panitera Muda Permohonan adalah: 
a) melaksanakan tugas seprti Panitera Muda Gugatan dalam bidang perkara 
permohonan. 
b) termasuk dalam perkara permohonan ialah permohonan pertolongan pembagian 
warisan di luar sengketa, permohonan legalisasi Akta Ahli waris di bawah tangan. 
4. Panitera Muda Hukum 
Tugas Panitera Muda Hukum adalah: 
a) membantu hakim yang mengikuti dan mencatat jalannya siding pengadilan. 
b) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, 
menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara.  
c) mengumpulkan, mengolah dan mengkaji serta menyajikan data hisab, rukyat, 
sumpah jabatan/PNS, penelitian dan serta melaporkannya kepada pimpinan. 




5. Panitera Pengganti 
Tugas Panitera Pengganti adalah: 
a) membantu hakim dengan melakukan persiapan, mengikuti dan mencatat jalannya 
sidang pengadilan. 
b) membantu hakim dalam hal membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan 
sita jaminan, membuat berita acara persidangan yang harus selesai sebelum sidang 
berikutnya, membuat penetapan-penetapan lainnya, mengetik putusan/penetapan 
sidang. 
c) melaporkan kepada panitera muda gugatan/permohonan pada petugas Meja kedua 
untuk dicatat dalam register perkara tentang adanya penundaan sidang serta alasan-
alasannya, amar putusan sela amar putusannya. 
d) melaporkan kepada kasir untuk diselesaikan biaya-biaya dalam proses perkara 
tersebut. 
e) menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Gugatan/permohonan  selesai 
diminutasi. 
6. Jurusita/Jurusita Pengganti 
Tugas jurusita/jurusita pengganti adalah: 
a) melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua Pengadilan, ketua Sidang 
dan Panitera. 
b) memberitahukan putusan pengadilan berdasarkan ketentuan UU. 
c) melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi 





d) melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acaranya yang salinan 
resminya disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
e) melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita 
acaranya. 
f) melaksanakan tugas di wilayah Pengadilan Agama yang bersangkutan. 
g) panitera karena jabatannya adalah juga pelaksanaan tugas kejurusitaan. 
d. Subag Kepegawaian, bertugas menyimpan arsip daftar pegawai dan mengusulkan 
kenaikan pangkat pegawai. 
e. Subag Keuangan, bertugas mengurusi gaji pegawai, anggaran keperluan kantor, 
mengajukan permintaan anggaran/pembelanjaan untuk keperluan kantor, menerima 
uang masuk dan keluar beserta membuat laporan keuangan. 
f. Subag Umum, bertugas mengurusi segala administrasi kantor dan juga menerima 
pembelanjaan yang telah dianggarkan oleh subag keuangan. 
Sejalan dengan program Pembaharuan Mahkamah Agung dan Pengadilan 
pada umumnya, dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta 
Pengadilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati maka 
Pengadilan Agama Rantau memasuki tahun 2009 ini melakukan beberapa hal 
diantaranya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi,  
sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan  
efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga  
digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. 
Untuk transparansi dan pelayanan prima kepada masyarakat, Pengadilan  
Agama Rantau telah memanfaatkan Sistem Administrasi Peradilan Agama  




dan perkara yang diputus  ini semua dimaksudkan untuk memenuhi Surat  keputusan 
Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 144 Tahun 2007 tentang Keterbukaan 
Informasi di Pengadilan. 
Dalam penelitian ini, peneliti hanya mewawancarai hakim yang berfungsi 
sebagai hakim mediator satu orang panitera Pengadilan  Agama Kota Ternate. 
Adapun identitas  informan adalah sebagai berikut: 
Informan I:  
Nama   : Drs. H. Awaluddin, M.H 
Tempat, tgl. Lahir : Pare-Pare, 6 Maret 1955 
Alamat   : Tidore, Kel. Tuguwaji. 
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Utama/ IVc 
Jabatan   : Ketua Pengadilan Agama Kota Ternate. 
Informan II: 
Nama   : Drs. H. Mursali Tobuku 
Tempat, Tgl Lahir : Dokumalamo, 28 Agustus 1962 
Pangkat/Golongan : Hakim Madya Muda/IVb 
Jabatan   : Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota ternate 
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B. Faktor Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate 
Berdasarkan hasil rekap transparansi dokumen di Pengadilan Agama Kota 
Ternate untuk kasus perceraian pada tahun 2016 dan 2017. Hal tersebut dapat dilihat 
pada tabel berikut: 
1. Rekap Perkara Perceraian Tahun 2016 Pengadilan Agama Kota Ternate: 
Tabel 1.3 
No Perkara Perceraian 
Jumlah 
Cerai Talak Cerai Gugat 
1 Perkara diterima 201 325 
2 Perkara diputus 161 283 
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate 
Berdasarkan tabel tersebut, jelas bahwa perkara perceraian tahun 2016 di Pengadilan 
Agama kota Ternate yang belum putus dan sementara proses atau masih berjalan yaitu cerai 
talak sebanyak 40 dan cerai gugat sebanyak 42. Perkara yang diterima yakni perkara yang 
terdaftar di Pengadilan Agama Kota Ternate sedangkan perkara yang diputus perkara yang 
sudah terdaftar dan sudah diputus. Adapun cerai talak yakni perceraian yang diajukan oleh 
suami, sedangkan cerai gugat yakni peerceraian yang diajukan oleh istri.  
Lebih banyak cerai gugat dari pada cerai talak karena zaman sekarang beda dengan 
zaman dahulu, yang mana merupakn aib besar bagi Istri jika mengajukan perceraian, 
meskipun istri atau wanita diperlakukan kasar oleh suami, dipoligami dan sebagainya istri 
tetap sabar karena dianggap aib jika istri yang duluan mengajukan cerai.  













Cerai Talak Cerai Gugat 
1 Januari 20 39 
2 Februari 17 30 
3 Maret 26 33 
4 April 16 16 
5 Mei 23 39 
6 Juni 12 12 
7 Juli 10 33 
Jumlah 114 202 
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate 
Dari tabel di atas bisa disimpulkan bahwa tinggat cerai gugat di tahun 2017 
lebih tinggi dari pada cerai talak, hal ini disebabkan karena di antara sebagian istri 
atau wanita sekarang sudah banyak yang lebih penghasilannya dari pada suami, 
sehingga mereka merasa mandiri dan menganggap bisa mengurus keluarga meskipun 
tanpa suami. Selain itu juga karena ada dukungan pihak ketiga dalam hal ini 
keluarga , teman dan lain-lain untuk menggugat perceraian. Apalagi sekarang ini 
sudah banyak informasi bantuan hukum karena sudah banyak lembaga tentang 
perlindungan perempuan dan anak yang melayani pengaduan para istri atau wanita 
yang merasa diperlukan tidak sesuai, jadi ada lembaga itu yang membantu dan 




3. Perkara Perceraian Diputus Tahun 2017 Pengadilan Agama Kota Ternate: 
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Cerai Talak Cerai Gugat 
1 Januari 16 15 
2 Februari 18 17 
3 Maret 18 35 
4 April 14 23 
5 Mei 17 17 
6 Juni 16 15 
7 Juli 13 18 
Jumlah 112 140 
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate 
Berdasarkan tabel tersebut, jelas bahwa perkara perceraian tahun 2017 di Pengadilan 
Agama kota Ternate yang belum putus dan sementara proses atau masih berjalan yaitu cerai 
talak sebanyak 2 perkara dan cerai gugat 62 perkara. 
Alasan Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Ternate dua tahun 
terakhir yakni tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.6 
No Alasan Perceraian Jumlah 
1 Krisis Moral 94 
2 Ekonomi 50 
3 Pihak Ketiga 108 
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate 
  
Berdasarkan penelusuran melalui wawancara peneliti bahwa dalam sebuah 
perceraian sering kita jumpai banyak faktor-faktor atau penyebab terjadinya 




terjadinya perceraian, diantaranya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, gagal 
komunikasi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan alasan utama 
dalam aspek krisis moral dan akhlak. 
Berikut apa yang disampaikan oleh informan salah satu hakim di Pengadilan 
Agama Kota Ternate:  
Alasan yang paling banyak dilontarkan oleh pasangan laki-bini yang akan 
bercerai adalah karena salah satu pasangan laki-bini disini punya akhlak yang 
tara bagus, sering mabuk-mabukan ditambah lagi karena kurang pemahaman 
agama , tara mampu memenuhi kebutuhan sahari-hari dan adanya phak ketiga.4 
Maksudnya alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-
isteri yang akan bercerai adalah krisis moral yang bisa disebabkan oleh berbagai hal 
antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata 
lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang 
lebih mendetail.  
Beliau Melanjutkan bahwa: 
Bacarita bae-bae supaya ada jalan keluar, karena kalo sampe so tarada saling 
terbuka, percya dan saling memahami maka itu akan memancing masalah dan 
akan terus bakalae sampe pada akhirnya berakhir di Pengadilan/ perceraian5 
Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika Anda 
dan pasangan kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat 
menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi 
Anda dan pasangan tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada 
perceraian.  
Berdasarkan wawancara dengan hakim lain mengatakan bahwa: 
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Kalo sampe laki so mabo maka pasti sasarannya bini, bahkan anak yang tara 
tau apa-apapun bisa kena imbas, bini dan anak selalu dimarah, dipukul, disiksa 
deng ini yang biking bini tara bisa tahan, bahkan so dapa pukul kase kaluar 
kata-kata yang menyakitkan.6 
KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena 
itu kenalilah pasangan Anda sebaik mungkin sebelum memutuskan menikah 
dengannya. Jangan malu untuk melaporkan KDRT yang Anda alami pada orang 
terdekat atau lembaga perlindungan. Selain hal diatas, perceraian juga sering 
dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik 
oleh suami ataupun isteri, poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya 
yang dilakukan baik oleh suami ataupun isteri, misal mabuk, terlibat tindak 
kriminal. 
Beliau melanjutkan bahwa alasan lain sering terjadi perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Ternate adalah: Perzinahan, Perselingkuhan, Pernikahan tanpa cinta: Di 
samping itu, alasan lain yang dapat mengakibatkan yaitu hubungan seksual di luar 
nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun isteri: 
Selingkuh tu penyebab yang laeng terjadi perceraian, sebelum menikah harus 
ada komitmen untuk selalu jaga hubungan baik, didasari dengan cinta, jangan 
karena desakakan otang tua dapa kase jodoh, akhirnya terpaksa kaweng, selain 
itu harus lia latar belakang hubungan keluarga baik laki-laki ataupun 
parampuan.7  
Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke 
jenjang pernikahan, ada baiknya anda dan pasangan memegang kuat komitmen dan 
menjaga keharmonisan hubungan. Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karna 
faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan 
yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali 
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pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap 
dikemukakan oleh suami dan isteri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni 
bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk 
mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus 
merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk 
mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik. 
  
Sedangkan Masalah ekonomi juga menjadi faktor penyebab perceraian, 
menurut Hakim pengadilan Agama kota Ternate :  
Dalam hal ekonomi biasanya karena penghasilan laki begitu sedikit, sehingga 
tara bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, yang pada akhirnya bini yang karja. 
Karena alasan itulah disini sering terjadi cekcok, semua itu karena perbedaan 
prinsip, adakala bini suka pandang enteng laki karena gaji bini lebih tinggi dari 
laki misalnya.8 
Tingkat kebutuhan ekonomi zaman sekarang ini memaksa kedua pasangan 
harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali 
perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih 
apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan menyebabkan pasangan dianggap 
tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, sehingga memutuskan untuk 
meninggalkannya. Masalah ekonomi tersebut disebabkan karena tuntutan perubahan 
budaya dan zaman semakin modern. 
Melihat data wawancara dan dokumen tersebut bahwa alasan yang paling 
sering menyebabkan terjadinya perceraian dari yang tertinggi sampai terendah 
secara berurutan adalah faktor orang ketiga, krisis moral dan akhlak dan faktor 
ekonomi.  Merujuk dari data yang ditampilkan pada table-tabel tersebut bahwa 
dapat  dilihat perceraian adalah faktor atau alasan orang ketiga adalah yang paling 
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banyak terjadi di kota Ternate dalam kurun waktu  Tahun 2016 dan 2017 berjalan, 
jauh melebihi jumlah perkara perceraian yang  disebabkan oleh faktor atau alasan 
lainnya, dari faktor utama tersebut melahirkan faktor-faktor lain yang menyebabkan 
kecekcokan terus-menerus dan juga menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah 
tangga. Pada semester berjalan Juni Tahun 2017, kasus perceraian baik cerai talak 
maupun cerai gugat yang telah diputus mencapai 50% atau setengah dari kasus 
perceraian yang telah diputus tahun 2016. Ini mengindikasikan bahwa kasus 
perceraian mengalami peningkatan dengan alasan-alasan faktor perceraian yang 
masih pasif. 
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Hakim Mediator dalam Menekan Angka Perceraian. 
1. Faktor Pendukung Upaya Hakim dalam menekan angka Perceraian  
Keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para 
pihak yang berperkara disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah penerimaan 
dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya, dalam hal ini 
berdasarkan hasil wawancara, jika para pihak telah bersifat terbuka maka hakim 
dapat memberikan nasehat-nasehat yang positif. Selain Faktor lain yang mendukung 
hakim mediator dalam melakukan proses mediasi adalah faktor internal atau hakim 
itu sendiri. Hakim dalam melakukan mediasi harus sesuai dengan ketentuan PERMA 
No 1 Tahun 2016, tetapi hakim mendamaikan pihak harus butuh hakim yang kreatif, 
yang pintar menasehati, dengan kata-kata yang menggugah hati kedua pihak. 
Pernyataan salah satu hakim/mediator Pengadilan Agama Kota Ternate: 
Dari sekian banyak kasus perceraian yang torang hadapi dalam proses mediasi, 
itu paling yang berhasil dimediasi 0,sekian % saja, semua itu disebabkan 
karena kedua pihak betul-betul so tara mau lagi berdamai. Nah, disni perlu ada 
kreatifitas hakim mediator dalam memediasi, diantara yang behasil karena 




pe pasangan, jadi torang sebagai hakim mediator minta kesepakatan pa dorang 
yang brperkara supaya dimediasi satu persatu.9 
Hakim mediator dalam memediasi meskipun berdasarkan PERMA hakim 
tetap punya strategi atau taktik khusus, punya cara yang tidak keluar dari ketentuan 
PERMA dan tidak merugikan orang lain. Misalnya pada saat mediasi bisa secara 
bersamaan dimediasi dalam satu ruang mediasi, bisa juga dengan cara kaukus atau 
mediasi satu persatu, disitulah yang perlu ditonjolkan adalah kreatifitas hakim 
mediator untuk melakukan mediasi. 
Kaukus adalah salah satu kreatifitas hakim mediator dalam melakukan 
mediasi, yang biasanya diajarkan dalam diklat sertifikasi mediator. Biasanya yang 
berperkara karena terlalu benci kepada pasangannya sehingga tidak mau melihat 
pasangannya dan ternyata dengan cara kaukus, dari situlah hakim mediator dapat 
mendiagnosa konflik yang terjadi diantara kedua pihak, mengidentifikasi masalah, 
melihat kepentingan-kepentingan kritis dari para pihak, kemudian menyusun agenda  
pertemuan dengan para pihak. 
Sebagaimana yang dikatakan informan hakim Pengadilan Agama: 
‛Dalam ruang mediasi disitulah torang mulai galih dorang pe alasan-alasan 
satu persatu, trus jang langsung ambe kesimpulan, karena bisa jadi alasan-
alasan yang dilontarkan cuma dibikin-bikin, maka torang sebagai mediator 
harus pintar-pintar menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Setelah itu baru 
torang coba kase solusi, diantaranya dengan pertimbangan keadaan anak-anak 
nanti kalo sudah cerai‛.10 
Mediator mulai mengatur dan mengendalikan komunikasi agar bisa lebih 
terbuka tentang permasalahan yang sebenarnya terjadi. Mediator memberikan 
pilihan-pilihan solusi penyelesaian perkara untuk kedau belah pihak, membimbing , 
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memberikan penawaran, menasihati, merangkul dan melakukan kompromi agar 
kedua belah pihak yang bersengketa bisa berdamai. Mediator membutuhkan waktu 
agar dapat menyatukan pendapat, keinginan dan mengendalikan emosi diantara para 
pihak. Pilihan-pilihan solusi  yang diberikan harus sesuai kesepakatan yang 
bersengketa. Namun apabila para pihak menginginkan berdamai dengan syarat-
syarat yang ditentukan para pihak, maka tugas mediator menampung semua syarat-
syarat dari masing-masing pihak dalam catatan mediator. 
Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Ternate bahwa Ada 
beberapa tips yang dapat kita pertimbangkan, saat rumah tangga kita berada 
diambang perceraian.
11
 Berikut adalah beberapa di antaranya; 
a. Cari Sumbernya 
Ada asap pasti ada api. Demikian juga halnya dengan kehidupan rumah 
tangga. Keputusan untuk bercerai tentunya bukan tanpa sebab. Karena itu, carilah 
sumber dari hal ini. Jika sumber permasalahannya sudah dapat ditemukan, cobalah 
untuk menyelesaikan dengan baik-baik. Sebab setiap masalah tentu mempunyai 
jalan keluar. Apapun masalah yang menjadi sumber dari keputusan cerai yang akan 
diambil, sebaiknya pertimbangkan dengan matang. Sebab, jika kita sudah 
menemukan sumber permasalahannya, maka keputusan yang tepat akan dapat 
diambil, apakah akan meneruskan keputusan untuk bercerai, atau tidak. 
b. Introspeksi 
Bila Anda sudah mengetahui penyebab kenapa Anda atau suami ingin 
bercerai, cobalah untuk berintropeksi. Ini yang seringkali sulit dilakukan. Pasalnya, 
masing-masing pasangan pasti merasa dirinyalah yang benar. Mereka tak bakal bisa 
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menerima kenyataan bahwa merekalah pangkal sebab munculnya niat cerai. 
Mungkin, Anda malu mengakui secara jujur kekurangan Anda, tapi cobalah 
menjawab dengan jujur pada diri sendiri bahwa yang dikatakan pasangan Anda ada 
benarnya. Mumpung masih ada waktu, kenapa tak Anda coba perbaiki dari 
sekarang? Tentu, suami pun harus melakukan hal serupa. Bisa jadi, ialah yang 
membuat perkawinan menjadi goyah dan tak harmonis lagi. 
c. Jangan membesarkan masalah 
Jika Anda dan suami sudah tahu sumber keributan dan konflik dalam rumah 
tangga, sebaiknya jangan memperbesar masalah. Juga, jangan mencari masalah baru. 
Pasalnya, ini justru akan memperkeruh suasana. Bila Anda menyadari kekurangan 
yang ada, tak ada salahnya meminta maaf. Tidak perlu malu dan berusaha menjadi 
isteri yang baik seperti yang diharapkan suami. Cobalah untuk mencari solusi 
sebaik-baiknya. 
d. Pisah sementara 
Meski sepertinya sangat tak enak, cara ini bisa menjadi jalan terbaik untuk 
menghindari perceraian. Pisah untuk sementara waktu akan membantu suami-isteri 
untuk menenteramkan diri sekaligus menilai, keputusan apa yang sebaiknya 
ditempuh. Kenapa harus pisah rumah? Pasalnya, dua hati yang sama-sama sedang 
panas, sebaiknya tak bertemu setiap hari. Jika setiap hari bertemu, yang terjadi 
bukan membaik, malah justru bakal semakin panas. Bisa-bisa ribut terus dan tidak 
ada titik temu. Yang dibahas setiap hari pasti akan balik ke masalah yang itu-itu 
saja. Anda bisa misalnya ‚mengungsi‛ dulu ke rumah orang tua, sementara suami 




mendinginkan hati yang sedang memanas, sehingga Anda dan suami dapat berpikir 
jernih. 
e. Komunikasi 
Apapun, komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk 
hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi, hubungan tak bakal bisa bertahan. 
Jadi, seberat apapun situasi yang tengah Anda hadapi, sebaiknya tetap lakukan 
komunikasi dengan pasangan. Bahkan setelah Anda dan suami sama-sama hidup 
terpisah, cobalah untuk tetap berkomunikasi. Coba diskusikan bersama, langkah 
terbaik apa yang bisa Anda berdua lakukan untuk menghindari perceraian, untuk 
mempertahankan mahligai rumahtangga. Tak mudah memang, tapi jika Anda berdua 
sudah berpisah untuk sementara waktu, situasi panas barangkali sudah lewat, 
sehingga Anda berdua sudah siap untuk berkomunikasi. Jangan merasa malu atau 
gengsi untuk saling menghubungi. 
f. Libatkan keluarga 
Jika kenyataannya, pasangan sudah tidak dapat diajak berkomunikasi atau 
selalu berusaha menghindar, cobalah libatkan anggota keluarga yang memang dekat 
dengannya. Orang tua, kakak atau pamannya misalnya. Pokoknya, siapa saja yang 
Anda rasa bisa Anda ajak berbicara. Tentu, Anda jangan pernah menutupi akar 
permasalahan yang ada kepada mereka, tetapi berterus teranglah. Katakan juga, apa 
sebetulnya kekurangan Anda maupun kekurangan suami. Siapa tahu, mediator ini 
dapat melunakkan hati Anda dan pasangan, sekaligus mencarikan solusi untuk 
kembali bersatu. 




Menghadapi perceraian tentu akan membuat pikiran runyam, pekerjaan 
terbengkalai dan bingung harus berbuat apa. Nah, kondisi tidak nyaman ini bisa 
Anda atasi bila Anda bisa berbagi dengan orang terdekat, sahabat misalnya. Dengan 
berbagi, beban pikiran Anda akan terasa lebih ringan. Yang harus dicermati, jangan 
mencari teman curhat yang lawan jenis. Carilah teman curhat sesama jenis. 
Pasalnya, bila Anda bercerita, mengungkapkan uneg-uneg Anda pada teman pria, 
belum tentu sepenuhnya ia akan mendukung Anda untuk kembali bersatu dengan 
suami. Bisa jadi ia malah menggoda Anda, dan jika Anda akhirnya benar-benar 
tergoda, yang muncul akhirnya malah masalah baru. 
h. Ingat anak 
Anak biasanya menjadi senjata terampuh untuk meredam konflik antara 
suami-isteri. Jadi, bila ternyata antara Anda dan suami sama¬sama menginginkan 
perceraian, cobalah ingat anak-anak Anda, buah cinta kasih Anda dan suami. 
Ingatlah bahwa mereka masih sangat membutuhkan Anda dan suami. Apakah 
mereka harus menjadi korban perceraian karena keegoisan orang tuanya? Lantas, 
setelah Anda bercerai, kemana dan kepada siapa mereka harus ikut, Anda atau 
suami? Jika Anda menyayangi mereka, pikirkan kembali keputusan tersebut. 
i. Kesampingkan ego pribadi. 
Jika Anda memang masih menginginkan keutuhan rumahtangga, segera 
buang jauh-jauh ego yang ada dalam diri Anda. Jangan merasa diri selalu benar dan 
sealu menyudutkan pasangan, begitu pula sebaiknya. Sadarilah bahwa apa yang 
terajadi sekarang adalah kesalahan Anda dan suami. Kalaupun selama ini ada sakit 
hati yang terselip, cobalah untuk saling memberi maaf. 




Jujurlah pada diri sendiri, apakah Anda sudah siap mental untuk berpisah 
selamanya dengan suami? Perceraian tidaklah semudah yang dibayangkan. Berpisah 
lalu hidup tenang. Tidak selamanya perceraian membuat kehidupan menjadi bahagia. 
Bisa jadi justru sebaliknya, lebih hancur. Banyak masalah-masalah di kemudian hari 
yang berbuntut panjang. Mulai anak, harta gono-gini sampai hubungan antar-
keluarga yang ikut tidak harmonis. Jadi, pikirkan kembali jika ingin mengambil 
keputusan ini. Selain jujur, Anda juga harus mengedepankan rasio. Perempuan 
biasanya memang lebih banyak menggunakan perasaan, namun untuk soal seberat ini 
jangan hanya perasaan. Pertimbangkan benar, apa dampaknya bagi Anda dan 
keluarga jika perceraian itu benar-benar terjadi. 
k. Banyak berdoa. 
Banyak berdoa dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa agar kiranya 
Allah dapat membantu permasalahan Anda. Memohon kepadaNya dengan sungguh-
sungguh. Mintalah petunjuk dari-Nya. Dengan semakin bertekun dan mendekatkan 
diri, insya Allah doa anda akan terjawab, dan permasalahan yang anda hadapi akan 
ada solusi terbaiknya. 
l. Buka lembaran baru. 
Jika Anda dan suami akhirnya bisa kembali rukun, maka Anda harus siap 
membuka lembaran baru bersama suami. Jangan pernah mengungkit-ungkit 
persoalan dan penyebab Anda berdua pernah berniat untuk bercerai. Sekali Anda 
mengungkit-ungkit, bisa jadi Anda akhirnya akan benar-benar bercerai. Yang paling 
penting adalah saling mengingatkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang 




depan anak-anak. Jangan sampai perceraian yang terjadi menjadi neraka bagi anak-
anak. 
2. Faktor Penghambat upaya Hakim dalam menekan angka Perceraian 
Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan, maka terdapat faktor 
penghambat tercapainya efektivitas dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama 
Kota Ternate. Diantaranya adalah sebagai berikut: 
a. untuk faktor penghambat adanya pihak yang tidak menerima   sepenuhnya kaidah 
tentang mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak  tentang mediasi. Dua faktor 
penghambat ini tentu berkaitan. Adanya pihak yang tidak menerima sepenuhnya kaidah 
tentang mediasi disebabkan karena minimnya pengetahuan mereka terkait mediasi itu 
sendiri. Upaya yang dilakukan Hakim PA Kota Ternate adalah memberikan sosialisasi 
dan penyadaran tentang pentingnya mediasi kepada para pihak pada tahap pra mediasi 
dan awal pelaksanaan mediasi. Upaya tersebut belum dapat menjangkau masalah yang 
ada karena keterbatasan waktu dalam melakukan sosialisasi serta penyadaran. 
b. untuk faktor penghambat adanya penegak hukum yang hanya menempuh mediasi 
sekedar formalitas beracara biasa yang tidak perlu dioptimalkan dalam pelaksanaanya, 
seperti pada perkara-perkara yang telah terjadi di Pengadilan ini. Sehingga pada intinya 
adalah terdapat ketidaktaatan penegak hukum terhadap peraturan hukum yang ada, 
yakni Perma No 1 Tahun 2016. 
Menurut salah satu panitera di Pengadilan Agama Kota Ternate, beliau 
mengatakan secara jujur bahwa: 
‚Diantara faktor penghambat keberhasilan mediasi itu karena hakim mediator 




berjalan hanya untuk memenuhi syarat persidangan, untung-untung bisa 
berhasil, adapun cara atau strategi mediator itu hanya otodidak, bukan karena 
dapat ilmu dari pelatihan diklat sertifikasi mediator‛.12 
Tingkat keberhasilan proses mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas hakim 
itu sendiri, karena tidak didukung oleh hakim yang bersertifikat sehingga terkadang 
proses mediasi hanya sebagai syarat persidangan. Olehnya di Pengadilan Agama 
Kota Ternate kami membentuk hakim pengawas bidang (Hawasbid) sebagai upaya 
pengawasan terhadap hakim mediator yang tidak mengupayakan kemampuannya 
untuk mencapai perdamaian dalam kasus perceraian.
13
 
Penyimpangan tersebut perlu dilakukan sebuah upaya pengawasan. Upaya 
pengawasan tersebut sudah dilakukan oleh PA Kota Ternate, dengan dibentuknya 
Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) yang melakukan pengawasan setiap 4 bulan 
sekali. Sehingga Menurut analisisnya, upaya pengawasan yang dilakukan oleh 
Hawasbid sudah cukup baik. Akan tetapi, upaya ini belum dapat  menjangkau faktor 
penghambat ini. Karena ketidaktaatan hakim ini berada pada tahap pra mediasi. 
Sedang bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid ini hanya dilakukan 
dengan cara memeriksa laporan perkara selama 4 bulan sekali, bukan memeriksa 
proses berperkaranya.  
c. untuk faktor penghambat kurangnya kemampuan mediator dalam membantu para pihak 
menemukan solusi terbaik dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi. Inti 
dari kedua faktor ini adalah sama, yakni terkait dengan kualitas hakim mediator. Upaya 
yang dilakukan oleh PA Kota Ternate juga dengan melakukan sistem pengawasan yang 
dilakukan Hawasbid terlebih dahulu, sebagai bahan acuan evaluasi. Menurut hakim 
yang bersangkutan, bahwa upaya tersebut sudah baik, tapi belum dapat menjangkau 
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masalah yang ada, karena faktor penghambat terdapat pada proses mediasi, sehingga 
permasalahan yang tampak pada saat pengawasan tidak maksimal. 
d. adanya suasana mediasi yang salah satu pihaknya bersikap  pasif. Untuk faktor ini 
upaya yang dilakukan adalah mempercayakan pada kemampuan hakim mediator untuk 
menghadapi kondisi tersebut. Menurut Hakim yang menanganinya bahwa mediator 
harus cerdik dalam menghadapi mediasi dengan berbagai kondisi. Menurutnya, upaya 
ini sudah baik dan sudah bisa menjangkau faktor penghambat yang ada. Dalam hal 
terdapat suasana mediasi yang pasif yang disebabkan karena salah satu atau kedua 
pihaknya bersikap pasif,  kuncinya memang ada pada mediator. Mediator harus mampu 
untuk menghadapi kondisi mediasi dengan berbagai karakteristik. Akan tetapi Hasil 
wawancara dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kota Ternate, mediator pada 
perkara – perkara gugat cerai bahwa upaya ini belum dapat menjangkau masa depan. 
Hal ini karena kemampuan tiap mediator berbeda-beda. 
D. Peran dan Upaya Hakim dalam menekan angka Perceraian di Pengadialn Agama Kota 
Ternate 
Hakim dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada 
tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan 
pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian di sini dominan 
bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian secara optimal 
diupayakan hakim proses mediasi. 
Untuk mengetahui upaya hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Ternate maka penulis ambil hasil rekap transparansi dokumen proses mediasi 
di Pengadilan Agama Kota Ternate untuk kasus perceraian pada tahun 2016 dan 2017. 





No. Proses Mediasi 
Berhasil Tidak Berhasil Gagal Keterangan 
1 2 169 4 Tahun 2016 
2 4 147 3 Tahun 2017 
Sumber: Panitera Pengadilan Agama Kota Ternate 
 
Menurut informan yang dalam hal ini hakim mediator: 
 
Kalo sampe kedua pihak baik laki ataupun bini ada hadir pada proses mediasi, deng 
ada kesepakatan untuk damai maka mediasi berhasil yang artinya tara lanjut sidang 
deng rujuk kembali, sedangkan yang tara berhasil kalau kedua pihak hadir tapi tara 
mau damaikan sedangkan gagal itu karena salah satu atau kedua-duanya tara hadir.14 
 
Dilihat dari 175 perkara tahun 2016, yang berhasil hanya 2 perkara, gagal 4 
perkara, sedangkan selebihnya ada169 perkara tidak berhasil. Sendangkan pada 
tahun 2017 ada154 perkara, yang berhasil 4 perkara, gagal 3 perkara dan 147 perkara 
tidak berhasil. Adapun alasan kenapa ada perkara yang gagal itu karena bisa jadi 
satu pihak atau keduanya tidak pernah hadir pada proses mediasi. 
Dua perkara yang berhasil dimediasi di tahun 2016 yaitu: Perkara mengenai 
cerai gugat pada bulan Agustus dengan nomor perkara 130/Pdt.G/2016/PA.TTE, 
yang ditunjuk sebagai mediator Drs. H. Mursalin Tobuku dan perkara mengenai 
cerai gugat pada bulan Oktober dengan nomor perkara 95/Pdt.G/2016/PA.TTE, yang 
ditunjuk sebagai mediator Drs. H. Awaluddin, M.H. Sedangkan di tahun 2017 yang 
berhasil dimediasi ada 4 perkara yaitu: 3 perkara cerai gugat dan 1 perkra cerai talak. 
Adapun perkara cerai gugat pada bulan Januari dengaan nomor perkara 
76/Pdt.G/2017/PA.TTE yang ditunjuk sebagai mediator Drs. H. Awaluddin, M.H, 
                                                 




115/Pdt.G/2016/PA.TTE yang ditunjuk sebagai mediator Drs. Zainal Goraahe, M.H, 
120/Pdt.G/2016/PA.TTE yang ditunjuk sebagai mediator Drs. H. Mursalin Tobuku. 
perkara cerai talak 88/Pdt.G/2016/PA.TTE yang ditunjuk sebagai mediator Drs. 
Zainal Goraahe, M.H. Berdasarkan hasil penelitian dari keenam mediasi yang 
berhasil mencapai kesepakatan damai pada tahun 2016/2017 tersebut, mediatornya 
murni dan khusus ditunjuk sebagai mediator merangkap sebagai majelis hakim yang 
memeriksa perkara yang bersangkutan.
15
 
Ketiga hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Ternate,  yang perkaranya 
berhasil mencapai kesepakatan perdamaian merupakan mediator yang belum pernah 
mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan 
belum memiliki sertifikat mediator. Namun terbukti dari hasil penelitian bahwa 
walaupun demikian ketiga hakim mediator yang tidak bersertifikat bisa menangani 
perkara perceraian dan berhasil memediasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa bukan 
jaminan bahwa hanya hakim yang bersertifikat saja yang bisa menangani perkara 
sampai berhasil mediasi. Karena berhasil tidaknya suatu proses mediasi itu 
tergantung mediator bagaimana upayanya untuk menyentuh hati yang berperkara. 
Sedangkan 169 perkara yang tidak berhasil dimediasi diantara alasan-
alasannya adalah sebagai berikut: 
a. Kedua belah pihak hadir pada sidang pertama kemudian majelis hakim mengarahkan 
untuk masuk pada tahapan mediasi, namun para pihak tetap bersikeras pada 
pendapatnya masing-masing dan tidak menginginkan adanya perbaikan. Semua itu 
karenakan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga mereka 
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b. Ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak pada hari sidang pertama yang telah 
ditentukan, sehingga majelis hakim tidak lagi mengarahkan para pihak pada proses 
mediasi tapi langsung pada tahap persidangan dan hakim berkesimpulan perkara 
tersebut tidak bisa dimediasi dalam hal ini gagal menempuh proses mediasi. 
Dilihat dari jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016/2017 di 
Pengadilan Kota Agama Ternate, maka bisa disimpulkan bahwa sekalipun terdapat 
banyak perkara yang tidak berhasil atau gagal dimediasi dan tentunya masih sangat 
jauh dari hasil yang ingin dicapai oleh Mahkamah Agung, yang menginginkan 
dengan adanya proses mediasi akan mengurangi jumlah penumpukan perkara di 
tingkat banding maupun kasasi, tetapi bisa dilihat bahwa ada upaya hakim untuk 
mengurangi atau menekan angka perceraian di Pengadialan Agama Kota Ternate. 
1. Proses Mediasi  
Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam proses mediasi yaitu sebagai berikut: 
a. Pernyataan pembukaan oleh mediator 
 Ucapan selamat datang 
 Perkenalkan diri 
 Penjelasan peran mediator; pembantu proses dan tidak berpihak 
 Penjelasan proses; sifat tidak formal kesepakatan aturan-aturan mediasi: (1) tidak 
boleh menyerang pribadi (2) kerahasiaaan, segala sesuatu dalam mediasi tidak 
dapat menjadi alat bukti litigasi, dan (3) kaukus. 
 
 
b. Pernyataan pembukaan para pihak 




 Mengungkapkan posisi-posisi dan kepentingan 
c. Merancang proses pemecaha masalah 
 Menyusun jadwal 
 Menyusun agenda (masalah yang harus diperundingkan) disimpulkan dari 
pernyataan para pihak 
 Menyusun rencana pembahasan untuk tiap masalah 
d. Pemecahan masalah  
 Mengetahui dan mengkaji posisi dan kepentingan para pihak; 
 Menggali berbagai opsi untuk tiap masalah; 
 Membahas tiap opsi; 
 Memilih opsi terbaik dari berbagai opsi. 
e. Tawar menawar 
 Mengadakan perubahan-perubahan dari opsi. 
 Kesepakatan awal. 
 Trade off, mengembangkan rencana, pelaksanaan. 
f. Penyiapan draf 
 Disiapkan dari kesepakatan awal. 
 Bahas ulang draft, perubahan jika perlu. 
g. Kesepakatan akhir 
 Formalisir: Serahkan kepada majelis hakim untuk dijadikan akta perdamaian. 
 
2. Analisis Peran dan Upaya Hakim dalam Mendamaikan/memediasi Para Pihak. 
Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam 




diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Sebagaimana telah 
dikemukakan sebelumnya bahwa proses perceraian terlebih dahulu dilakukan proses 
mediasi atau mendamaikan para pihak yang berperkara. Dalam praktik selama ini, 
hakim mempersilahkan kedua pihak dalam suatu jangka waktu tertentu yang relatif 
singkat untuk  mengusahakan sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Dalam proses  
ini, hakim umumnya bersifat pasif. 
Peran hakim terbatas pada memberikan nasihat atau petuah saja. Pada 
umumnya, suatu perkara  baru diajukan ke pengadilan setelah semua upaya yang 
dilakukan  sebelumnya (di luar pengadilan) tidak membawa hasil. Jika terdapat  
perdamaian, maka dibuat suatu akta perdamaian yang mempunyai  kekuatan seperti 
putusan yang telah memperoleh kekuatan pasti. Jika  pihak yang berperkara tidak 
berhasil mencapai kesepakatan untuk  mengakhiri sengketa mereka seperti 
dianjurkan oleh hakim dalam  persidangan, maka proses persidangan di mulai sampai 
ada keputusan. 
Menurut salah satu informan mengatakan bahwa: 
 
Dewasa ini kasus perceraian begutu banyak dan sangat memprihatinkan. Yah 
Mungkin karena kurangnya ilmu Agama, sehingga ketika terjadi cekcok maka 
kata-kata thalak  dengan mudah dikeluarkan dan itu dianggap hal yang biasa, 
bahkan sebagian dari kalangan tertentu yang kalau dilihat dari latar belakang 
pendidikan ada juga yang sarjana. Menjadi suatu kebanggaan bagi dorang 
kalau kasus dorang dijadikan bahan cerita atau tontonan yang disebarkan di 
media massa.16 
Fenomena perceraian sangat marak dewasa ini dan amat memprihatinkan. 
Kata Thalak (cerai) dengan mudah diucapkan dan keluar dari mulut sang suami 
bahkan dari sang isteri padahal sebenarnya menurut syari’at bukan menjadi haknya, 
apalagi bila dikaitkan dengan kehidupan kalangan tertentu (selebritis) yang 
                                                 




menjadikan kasus-kasus seperti ini yang terjadi pada diri mereka sebagai bahan 
tontonan yang diekspos oleh media massa. Olehnya kami dalam memberikan nasehat 
maka semampunya memberikan pemahaman mengenai kondisi zaman kekinian yang 
harus dilalui dengan bijak termasuk dalam hal perceraian yang hanya diakibatkan 
oleh hal sepele. 
Sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk senantiasa 
memaksimalkan mediasi sebagai upaya hakim menekan angka perceraian, Menurut 
pedoman tekhnis  administrasi dan tekhnis peradilan agama dijelaskan bahwa 




a. Perkara harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) 
bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum diputus maka 
Ketua Majelis harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada ketua Mahkamah 
Agung melalui ketua pengadilan agama dengan menyebutkan alasannya.  
b. Sidang pengadilan Agama dimulai pada pukul 09.00 waktu setempat, kecuali dalam 
hal-hal tertentu. 
c. Sidang pengadilan harus dilaksanakan di ruang sidang. Dalam hal dilakukan 
pemeriksaan di tempat, sidang sedapatdapatnya dibuka dan ditutup di kantor 
kelurahan / kepala desa atau di tempat lain yang memungkinkan. 
d. Ketua Majelis hakim bertanggungjawab atas jalannya persidangan. Agar 
pemeriksaan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar. Sebelum pemeriksaan 
dimulai harus disiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. 
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e. Majelis hakim yang memeriksa perkara terlebih dahulu harus mengupayakan 
perdamaian/ mediasi (pasal 130 HIR/ 154 RBg jo pasal 82 UU No 7 Tahun 1989 jo 
UU. No. 3 Tahun 2006 jo Perma No. 1 Tahun 2008.  
f. Apabila tercapai perdamaian maka perdamaian dibidang harta kekayaan dituangkan 
dalam putusan perdamaian. Sedangkan perdamaian dalam perkara perceraian tidak 
dibuatkan putusan perdamaian, tetapi perkara dicabut oleh pihak dan dituangkan 
dalam penetapan pencabutan. 
g. Apabila mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak, maka mejelis hakim tetap 
berkewajiabn untuk mendamaikan para pihak (pasal 130 HIR / 154 RBg). 
h. Dengan adanya upaya perdamaian sebagaimana yang diatur dalam PERMA No.  1 
Tahun 2008, Mejelis Hakim agar memperhatikan dan menyesuaikan tenggang 
waktu perdamaian dengan hari persidangan. 
i. Sidang pemeriksaan perkara cerai talak dan cerai gugat dilakukan secara tertutup, 
namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. 
Selaku umat Islam, kita sangat terpukul karena ini menandakan bahwa sangat 
sedikit sekali kalangan umat ini yang memahami benar arti sebuah pernikahan dan 
makna ‘thalak’ itu sendiri. Terkait dengan masalah thalaq ini, kita sering mendengar 
ucapan ‘thalak tiga’ dengan begitu ringan keluar dari mulut sang suami apalagi bila 
dalam kondisi emosi. Ucapan ini keluar tanpa mempertimbangkan syari’at dan 
implikasinya di mana salah satu pihak yang pasti akan menderita adalah anak (bila 
telah dikaruniai anak). 
Peran hakim dalam menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat  
di perlukan karena Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh 




perkara perceraian. Oleh karena itu upaya mendamaikan dalam perkara atas dasar 
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus haruslah  dilakukan oleh para 
hakim secara optimal. 
Sedangkan dalam hal perkara perzinaan, cacat badan atau sakit jiwa yang 
berakibat tidak dapat melaksanakan kewajibannnya, hakim mengatakan bahwa: 
‛Gugat cerai tara bisa diterima begitu saja, kecuali sesuai dengan syarat-syarat 
yang sudah ditetapakan berdasarkan KHI dan Undang-Undang No.1 tahun 
1974. Sekalipun demikian tara ada alasan untuk tara mau iko proses mediasi 
karena sudah terpenuhi syarat-syarat, karena ini sudah menjadi ketentuan 
PERMA No. 1 tahun 2016‛.  
 
Apapun alasannya sekalipun sesuai dengan syarat diterimanya perceraian 
seperti zina, salah satu anggota tubuhnya ada cacat, gila dan sebagainya sehingga 
berakibat tara bisa memenuhi kebutuhanpun tetap harus lalui proses mediasi  karena 
ini sudah menjadi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016.
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Sifat usaha perdamaian yang dilakukan oleh hakim tetap harus dilaksanakan 
karena hal itu merupakan suatu kewajiban oleh hakim tetap harus dilaksanakan 
karena itu merupakan suatu kewajiban tetapi tidak secara optimal. Dan memberikan 
nasehat dengan pendekatan yang berbeda dengan alasan-alasan lainya yang sepele. 
Sebagaimana dalam hal perceraian karena alasan pertengkaran yang terus 
menerus dan yang lain-lain. Menurut Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 
1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan 
kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 bahwa selama perkara belum 
diputus, usaha perdamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dengan 
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memperhatikan ketentuan ini, maka secara mutlak usaha perdamaian tidak dapat 
dilakukan pada tingkat banding dan kasasi. 
Apabila penggugat dan tergugat sama-sama hadir di persidangan pada 
tanggal  dan hari yang telah  ditetapkan, maka tugas majelis hakim adalah memasuki 
tahapan sidang pertama, yaitu mendamaikan antara penggugat dan tergugat. Pada 
sidang pertama penggugat  dan tergugat harus hadir secara in person, tidak 
dibenarkan melalui kuasa hukum, kecuali salah satu pihak berada di luar negeri dan 
tidak bisa hadir di persidangan. 
Lewat persidangan itu hakim berinisiatif apakah alasan-alasan yang 
diungkapkan suami isteri tadi memenuhi standar alasan perceraian, sesuai  dengan 
pasal 39 ayat 2 sebagai berikut : 
a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi dan lain 
sebagainya yang sukar disembuhkan; 
b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama-lamanya 2 (tahun) tampa 
alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannnya. 
c. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang 
membahayakan terhadap pihak yang lain; 
d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; 
e. Antara suami isteri terus  menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan 
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.  
Setelah hakim Pengadilan Agama Ternate telah menyimak dan 
mendengarkan alasan-alasan perceraian tadi, maka barulah hakim memutuskan 




Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang masih tetap berlaku 
berdasarkan ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 
kekuasaan kehakiman dinyatakan, bahwa lingkungan peradilan Agama adalah salah 
satu di antara lingkungan ‚Peradilan khusus‛ sama halnya seperti peradilan militer 
dan peradilan tata usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili 
perkara ‛tertentu‛ dan terhadap rakyat ‚tertentu‛. Menegakkan hukum materil 
melalui hukum formil yang berlaku untuk Pengadilan Agama. 
Pengadilan Agama Kota Ternate sebagai garda terdepan masyarakat pencari 
keadilan dibidang perdata, telah dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan 
baik sesuai dengan tugasnya yaitu menyelesaikan perkara yang ada di Pengadilan 
Agama Ternate. 
Dalam proses pemeriksaan perkara perceraian dengan alasan-alasan yang 
telah dikemukakan sebelumnya di hadapan  persidangan peradilan agama, hakim 
memiliki peran melaksanan tugas dan fungsi pokoknya berdasarkan yang ditetapkan 
oleh undang-undang dengan asas fleksibilitas yakni asas cepat, mudah dan biaya 
ringan sedangkan hakim dalam pelaksanaanya mengupayakan beberapa hal sebagai 
berikut: 
1. Menilai Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan. 
Hal utama yang menjadi landasan bagi hakim untuk memutus suatu  perkara 
perceraian adalah adanya alasan-alasan yang menjadi dasar  dilakukannya 
perceraian. Alasan-alasan tersebut haruslah bersifat logis  dan mampu dibuktikan di 




meyakinkan hakim bahwa  perkawinan tersebut memang sudah seharusnya diputus 
bercerai. Alasan  perceraian tersebut tidak boleh bersifat melawan hukum. 
Dalam perkara perceraian, alat bukti utama yang digunakan adalah  
keterangan keterangan saksi yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang.  Hal 
tersebut dimaksudkan agar tercapai perspektif yang objektif dalam  menilai 
kebenaran alasan perceraian tersebut terjadi. Saksi tersebut juga  dimungkinkan 
berasal dari keluarga kedua belah pihak, untuk semakin menguatkan pembuktian 
alasan perceraian tersebut di muka persidangan.  
Dari penilaian hakim mengenai alasan perceraian dapat mengindikasikan 
kelayakan perkara tersebut untuk di upayakan pengoptimalan mediasi agar tidak 
terjadi perceraian. Ada beberapa Indikator yang Memengaruhi Putusnya Perceraian 
yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (Onheelbare Tweespalt) oleh Hakim Peradilan 
Agama Kota Ternate antara lain:
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a. Terbuktinya alasan perceraian, baik secara fisik  maupun psikis 
Perkawinan sesungguhnya merupakan ikatan lahir batin antara suami  dan 
isteri. Indikasi terjadinya pertengkaran yang dapat  menyebabkan terjadinya 
perceraian juga akan terlihat secara lahiriah (fisik) dan juga batiniah (psikis). Bukti 
secara fisik dapat langsung disaksikan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, 
namun secara  psikis, hakim memerlukan suatu bentuk penelusuran melalui berbagai 
keterangan yang diutarakan oleh kedua belah pihak. 
b. Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya 
Kenyataannya sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung, yakni 
berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.3180/Pdt./1985, pengertian cekcok yang 
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terus menerus yang tidak dapat  didamaikan (onheelbare tweespalt) bukanlah 
ditekankan kepada  penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari  
kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus-menerus sehingga 
tidak dapat didamaikan lagi.
20
 
Yurisprudensi Mahkamah Agung: No. 90 K/AG/1993 Tanggal 24 Juni 1994, 
yang mengamanatkan bahwa perceraian  dengan alasan percekcokan terus-menerus 
(isi pasal 19 f PP No. 9 tahun  1975 tentang Aturan Pelaksana Undang-Undang 
Perkawinan) terpenuhi  apabila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian 
telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.
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c. Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya 
perkawinan tersebut  
Melihat kondisi rumah tangga yang berperkara dalam mencapai tujuan 
perkawinan hakim mempunyai indicator syar`i yakni sakinah, mawaddah wa rahmah. 
Jika Tujuan perkawinan yang kekal dan sejahtera, apabila tidak tercapai, merupakan 
indikasi bahwa perkawinan tersebut tidak dapat lagi diteruskan. Namun demikian, 
hakim pengadilan  agama harus tetap membuktikan dan memperhatikan dengan 
matang kemungkinan masih dapat diteruskannya ikatan perkawinan yang dimohon 
bercerai tersebut dalam proses pembuktian. 
d. Intensitas terjadinya pertengkaran. 
Jika hakim dalam proses persidangan menemukan fakta bahwa terjadi 
pertengkaran yang hebat dan berpotensi  merusak hubungan perkawinannya ke 
depan sehingga dapat dinilai layak  untuk diputus bercerai. Maka hakim dapat 
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meneruskan untuk memutuskan perkawinan antara mereka hal ini sesuai dengan 
nilai-nilai kemaslahatan yang dikedepankan dalam hukum Islam. 
e. Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama). 
Apabila suami dan isteri tidak lagi tinggal bersama dalam kurun waktu yang 
cukup lama, maka dapat dinilai bahwa ikatan perkawinan di antara mereka mulai 
memudar sehingga layak diputus bercerai. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung 
No. 238 PK/Pdt/2004, Mahkamah Agung menegaskan ketidakcocokan yang tidak 
bisa diatasi lagi (onheelbare tweespalt) dapat diterima sebagai alasan untuk bercerai, 
dengan pertimbangkan fakta bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal di 
rumah kediaman bersama. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut 
tidak dapat diperhatikan, namun hal demikian harus tetap melihat fakta-fakta 
pendukung lainnya bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. 
f. Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/interaksi. 
Potensi masih dapat diteruskan atau tidaknya suatu ikatan perkawinan juga 
dapat dilihat dari masih atau tidaknya ada hubungan atau interaksi antara suami 
isteri dalam rumah tangga tersebut. Interaksi keduanya menunjukkan sifat 
keterbukaan, namun jika keduanya menunjukkan sifat tertutup maka hal tersebut 
mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan di antara mereka merenggang dan dapat 
berujung pada terjadinya perceraian. 
Kendati demikian, indikasi bahwa suatu perkawinan masih dapat  
diselamatkan meskipun telah diajukan permohonan perceraian, juga dapat dilihat 
dari pola interaksi yang terjadi di antara keduanya. 
Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama yang menjadi informan dalam 





Sekalipun pasangan laki-bini sudah tara bisa disatukan kembali dan sudah 
ajukan perceraian tetap diberi kesempatan diluar persidangan untuk 
bakudapa, saling sapa dan sebagaianya.22 
Bahwa meskipun pasangan suami-isteri telah mengajukan perceraian di 
pengadilan, namun di luar pengadilan masih melakukan komunikasi dan pertemuan 
satu sama lain. 
Tentunya ini merupakan hal positif dan menjadi peluang bagi hakim untuk 
mengupayakan terjadinya rujuk sehingga masih ada potensi dirukunkannya kembali 
kedua belah pihak tersebut, sehingga perceraian dapat dihindarkan. 
g. Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah 
Perceraian tidak harus  menunggu kerelaan pihak lainnya untuk menerima 
permohonan perceraian dari pasangannya, melainkan cukup dengan melihat 
kehendak  salah satu pihak benar-benar telah ingin bercerai. Hal ini tidak terlepas  
dari kenyataan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan ikatan lahir  batin 
antara suami dan isteri, sehingga apabila salah satu pihak (suami  atau isteri) ingin 
melepaskan ikatan tersebut, maka nilai ikatan dalam perkawinan tersebut jelas 
tidaklah dapat diteruskan, meskipun pihak lainnya masih ingin mempertahankannya. 
h. Kesediaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga 
Perceraian karena pertengkarn memang dapat  disebabkan salah satu pihak memiliki 
kebiasaan yang tidak disukai oleh  pasangannya, sehingga pasangannya tersebut ingin 
bercerai. Dalam hal  ini, hakim dapat menilai bahwa perceraian dapat dihindarkan apabila  
salah satu pihak tersebut berjanji dan mampu meyakinkan pasangannya  untuk merubah 
perangai buruknya tersebut. Hal tersebut dilakukan  sebagai wujud toleransi satu sama lain 
dalam rumah tangga, yang  mengindikasikan bahwa ikatan perkawinan antara suami isteri 
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dalam. Misanya jika sang suami selalu melakukan kekerasan terhadap isterinya dan suami 
tersebut berjanji dan mampu meyakinkan isterinya bahwa ia akan berubah untuk  tidak lagi 
melakukanya, maka hakim dapat mempertimbangkan  hal tersebut sebagai potensi untuk 
diteruskannya ikatan rumah tangga  mereka dan mengupayakan keluarga tersebut masih 
dapat diteruskan. 
i. Kematangan suami-isteri dan faktor anak. 
Hakim juga dapat melihat faktor lain untuk menilai apakah ikatan 
perkawinan di antara mereka dapat  diteruskan atau tidak. Yakni kematangan dan 
kedewasaan suami atau isteri dalam menjalani rumah tangga. Kemampuan untuk 
saling memahami dan  bertoleransi satu sama lain untuk menupayakan perdaiaman 
antara keduanya. Selain itu faktor anak turut memengaruhi bagaimana pasangan 
suami-isteri tersebut memutuskan untuk bercerai. Biasanya, pasangan yang  telah 
memiliki anak akan melakukan pertimbangan yang lebih mendalam sebelum 
akhirnya benar-benar memutuskan untuk bercerai, karena mengingat dampak buruk 
yang akan ditimpa sang anak jika suami-isteri tersebut melakukan perceraian. 
2. Optimalisasi Mediasi dan Memberikan Nasihat-Nasihat Selama Persidangan 
Upaya untuk menekan tingginya angka perceraian diPengadilan Agama Kota 
Ternate yaitu dengan mengoptimalkan mediasi sebagai persyaratan perceraian. 
Mereka boleh menentukan mediator untuk mencari alternatif penyelesaian. Banyak 
kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan mediasi (mendamaikan) antara 
kedua belak pihak ini menunjukkan bahwa peran dan hakim sangat dominan dalam 





Seorang hakim untuk mendamaikan suami isteri yang ingin bercerai ada tiga 
hal yang harus dilakukan yaitu : 
a. Isteri diberi nasehat tentang berbagai  kemungkinan negatif dan positif dari 
tindakannnya itu terlebih apabila sampai terjadinya perceraian, dan yang 
terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya. 
b. Begitupun sebaliknya seorang suami di beri nasehat supaya memikirkan 
untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannnya itu. 
c. Mendatangkan pihak keluarga yang mengetahui persis letak permasalahn 
yang terjadi antara suami isteri yang ingin bercerai sebagai juru damai 
(hakam) untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak dalam 
persidangan maupun di luar persidangan. 
Bagi seorang hakim, apabila perkara yang dipersengketakan oleh orang-orang 
yang bersengketa itu sangat serius dan ia berkeyakinan bahwa perkara itu akan dapat 
selesai kiranya apabila diselesaikan lebih dahulu tanpa melalui proses pengadilan, 
maka ia diperkenankan mengangkat seorang atau beberapa orang hakam yang 
mempunyai keahlian dalam bidang yang diperlukan dalam masalah tersebut untuk 
diserahi menyelesaikan persengketaaan itu. 
Pernyataan salah satu hakim Pengadilan Agama Ternate: 
Yang menentukan siapa yang menjadi hakim mediaror itu yakni dari pihak 
yang bersengketa, hakim memberikan daftar nama-nama dan memperkenalkan 
masing-masing haikim mediator yang ada didaftar kemudian dari pihak sendiri 
yang menetukan. Bisa dari hakim Pengadilan, bisa juga dari luar yang sudah 
bersertifikat mediator.23 
Dalam persengketaan perdata dan hukum keluarga, seorang hakim dan 
mereka yang bersengketa dapat mengangkat seorang hakam atau beberapa orang 
hakam untuk mendamaikan persengketaan yang terjadi sebelum hakim mengambil 
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keputusan menurut prosedur Pengadilan, dan hukum yang telah diputuskan oleh 
hakam itu bila diterima oleh mereka yang bersangkutan adalah berlaku dan 
mengikat, yang mana dalam hukum Islam mendamaikan persengketaaan hukumnya 
adalah sunat, dan dalam hukum perdata hukumnya wajib bagi hakim.  
Hal ini juga termaktub dalam apa yang disampaikan oleh informan bahwa 
upaya mediasi diatur dalam perma No. 1 Tahun 2016 dengan waktu 30 hari, adapun 
tekhnik mediasi nanti disepakati bersama anatar mediator dengan pihak, hakim yang 
bertindak sebagai mediator dalam hal ini tidak boleh mengedepankan keinginanya 
dalam persoalan tekhnis atau harus ada kesepakatan para pihak. Upaya hakim untuk 
bersifat aktif dalam mediasi baru bisa ditunjukkan jika dalam waktu 30-40 hari 
ternyata salah satunya masih ingin dimediasi dan satunya tidak ingin, namun 
demikian keaktifan hakim mediator tersebut tidak bersifat mengarahkan namun 
hanya sekedar sebagai fasilitator dengan mempertimbangkan keinginan dan 
kesepakatan para pihak yang berperkara.
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Adapun perkara-perkara yang harus mendatangkan hakam (juru damai), 
seperti perkara syiqaq yaitu suami isteri selalu bertengkar terus menerus dalam 
membina rumah tangga dan untuk mendamaikannnya maka perlu  seorang hakam 
dari salah satu pihak keluarga antara suami isteri. 
Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengankat hakam 
yang mereka setujui bersama untuk maksud yang sama. Hal ini sesuai dengan 
Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa >’/4: 35. 
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ۡ ٓ ِِّ ۡب ّٗ َىَح َٚ ۡ ِِٗۦٍ  ٘ َأۡ  ٓ ِِّ ۡب ّٗ َىَحْۡاُٛثَع  بَٱفۡب َّ ِٙ ِٕ  َيبَۡقَبمِشۡ  ُ ُت  فِخۡ  ْ ِإ َِٚۡۡكِّف َٛ ُيۡبٗح
ٍََٰ  ِصإۡ  اَديُِسيِْۡإۡ َبٍِٙ  ٘ َأ
ۡاٗسِيبَخۡب  ّ ِيٍَعۡ َْ بَوَۡ َّللّٱۡ َّْ ِإۡ
  ب َّ َُٕٙ  َيبُۡ َّللّٱۡ
Terjemahnya: 
Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka 
kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari 
keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan 
perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
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Salah satu perbedaan utama peranan hakim dalam perkara  perceraian yang 
membedakannya dengan jenis perkara lainya, yakni  menyangkut intensitas 
pemberian nasihat yang dilakukan oleh hakim  tersebut. Dalam perkara umum, 
upaya nasihat-menasihati dalam rangka  mencapai perdamaian pihak berperkara, 
utamanya dilakukan dalam tahap mediasi, dimana ketika tidak tercapai perdamaian, 
hakim secara umum akan mengurangi intensitas pemberian nasihat pendamaian 
kepada pihak  berperkara tersebut. 
Hal tersebut berbeda dalam perkara perceraian,  dimana sekalipun upaya 
perdamaian awal yang berusaha dilakukan hakim  tidak berhasil, hakim biasanya 
tetap dapat melakukan upaya untuk  mendamaikan kedua belah pihak (suami dan 
isteri) selama persidangan  berlangsung. Dengan kata lain, dalam perkara perceraian, 
pemberian  nasihat cenderung lebih intens dilakukan dengan maksud membuka 
ruang tercapainya perdamaian antara pihak suami dan isteri yang sebelumnya  
terikat dalam perkawinan, dimana peluang untuk saling bertoleransi dan  mencapai 
titik temu sehingga perceraian dapat dihindarkan masihlah  cukup besar. 
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Proses mediasi yang dibarengi dengan pemberian nasihat-nasihat  selama 
persidangan tersebut, merupakan salah satu perwujudan nyata  dari upaya 
mempersukar terjadinya perceraian. Dalam artian bahwa, sebelum perceraian 
diputus, harus dilakukan berbagai upaya yang optimal  untuk menyelamatkan ikatan 
perkawinan antara suami dan isteri. Sehingga kalau pun suatu ikatan perkawinan 
memang pada akhirnya  harus diputus bercerai, setidaknya telah dilakukan upaya 
optimal oleh  pengadilan agama untuk mencegahnya.    
Upaya ini pulalah yang dapat mengindikasikan seberapa besar ikatan  
perkawinan tersebut masih dapat diteruskan atau tidak. Dalam pemberian  nasihat-
nasihat dalam persidangan, hakim akan melihat potensi  diteruskannya perkawian 
tersebut. Jika pada akhirnya perceraian tetap terjadi, hal itu menunjukkan bahwa 

















A. Kesimpulan  
1. Faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate di 
dominasi  diantaranya adalah Ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Gagal 
komunikasi, Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan alasan 
utama dalam aspek Krisis moral dan akhlak, krisis keuangan dan hadirnya 
orang ketiga dalam pernikahan atau tindakan perselingkuhan. Perceraian 
adalah faktor atau alasan orang ketiga adalah yang paling banyak terjadi di 
kota Ternate dalam kurun waktu  Tahun 2016 dan 2017 berjalan, jauh 
melebihi jumlah perkara perceraian yang  disebabkan oleh faktor atau alasan 
lainnya, dari faktor utama. 
2. Keberhasilan yang didapatkan hakim dalam upaya untuk mendamaikan para 
pihak yang berperkaran disebabkan oleh faktor utama tidak lain adalah 
penerimaan dan keterbukaan para pihak untuk menceritakan masalahnya. 
Sedangkan faktor penghambat keberhasilan upaya hakim menekan angka 
perceraian adalah: pihak yang tidak menerima   sepenuhnya kaidah tentang 
mediasi dan minimnya pengetahuan para pihak  tentang mediasi, adanya 
penegak hukum yang hanya menempuh mediasi sekedar formalitas beracara 
biasa yang tidak perlu dioptimalkan dalam pelaksanaanya, kurangnya 
kemampuan mediator dalam membantu para pihak menemukan solusi terbaik 
dan tidak adanya hakim mediator yang bersertifikasi, adanya suasana mediasi 




3. Secara yuridis-normatif, upaya perdamaian atau mediasi diatur dalam 
PERMA No. 2 tahun 2003 yang diganti dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 
dan diganti lagi dengan PERMA No, 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Mediasi 
menjadi peluang besar bagi hakim mediator untuk melakukan peran dan 
upaya untuk menekan angka perceraian. Peran dan Upaya tersebut adalah 
mengoptimalkan mediasi dan selalu memberikan nasehat-nasehat, upaya ini 
pulalah yang dapat mengindikasikan seberapa besar ikatan  perkawinan 
tersebut masih dapat diteruskan atau tidak. Dalam pemberian  nasihat-
nasihat dalam persidangan, hakim akan melihat potensi  diteruskannya 
perkawian tersebut. Jika pada akhirnya perceraian tetap terjadi, hal itu 
menunjukkan bahwa ikatan perkawinan tersebut memang  sudah tidak dapat 
diteruskan lagi. 
B. Implikasi Penelitian 
1. Banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian, mulai dari 
persoalan yang serius sampai hal sepele atau kecil pun bisa menjadi besar dan 
dapat menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh sebab itu, pasangan suami-
istri harus menyadari akan ikatan pernikahan yang telah mereka ikrarkan dan 
memegang teguh ikrar/janji suci (mitsaqan ghalizan) tersebut. Serta 
mengupayakan sikap kedewasaan. 
2. Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota ternate yang didominasi 
oleh perselingkuhan, membuat kita berpikir bahwa sesungguhnya terjadi 
pergeseran pola di Kota ternate tersebut dari pola yang religious menjadi 
hilang. Dalam kasus seperti ini memang harus dituntut pasangan suami-istri 




3. Proses mediasi yang sukses menjadi tolak ukur untuk menekan angka 
perceraian di Pengadilan Agama Kota Ternate khususnya dan dipengadilan 
Agama umumnya di Seluruh Indonesia. Oleh sebab itu proses mediasi tidak 
boleh hanya sekedar menjadi prosesi formalitas beracara di Pengadilan 
Agama, namun juga di Optimalkan dan diupayakan untuk menekan angka 
perceraian, mengingat dalam proses beracara berdiri asas fleksibilitas yakni 
sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu Peran hakim dalam 
menyelesaikan masalah orang yang ingin bercerai sangat  di perlukan karena 
Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajibkan oleh hukum kepada 
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K. Lampiran Penelitian Tesis 2017 
Lampiran I 
Pedoman Wawancara 
Hal: Permintaan Kesedian menjadi Responden Penelitian 
 Kepada yang Terhormat 
 Bapak/ Ibu ……………………………………………. 
 Di- 
  Tempat 
 
AssalamuAlaikumWr. Wb 
Yang bertandatangan di bawah ini: Muhammad Ramdhan Hi Daiyan adalah 
mahasiswa Pascasarjana Program Magister (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) 
Alauddin Makassar, sementara menyusun Tesis berupa penelitian lapangan dengan 
judul: 
“PerandanUpaya Hakim dalamMenekanAngkaPerceraian 
(StudiKasusPengadilan Agama Kota Ternate)” 
Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai objek penelitian tersebut, 
diminta kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden, dengan member jawaban atas 
semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, sebagaimana dalam pedoman 
wawancara yang terlampir. 
Atas perkenaan dan kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi responden diucapkan 
banyak terimakasih. WassalamuAlaikum. Wr. Wb. 
 
     Ternate,5 Agustus 2017 
     Peneliti 
  







Judul Penelitian (Tesis) 
“Perandan Upaya Hakim dalam Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus Pengadilan 
Agama Kota Ternate)” 
 
I. Pendahuluan 
Esay wawancara ini dibagikan kepada informan yang dijadikan responden dan 
sampel penelitian. Keabsahan identitas mereka tetap dijaga, sehingga diharapkan 
dalam pengisian tesis kejujuran dan hendaknya tidak terpengaruh oleh pihak lain. 
II. Identitas Informan 
Nama   : 
Tempat/Tgl Lahir : 
Alamat/Telp/Hp  : 
Pekerjaantetap  : 
Riwayat Pendidikan : 
III. Wawancara/Pertanyaan Esay 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Kota 
Ternate? 
2. Bagaimana peran Hakim dalam menekan angka perceraian di Pengadilan 
Agama Kota Ternate? 
3. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat upaya hakim dalam 
menekan angka perceraian diPengadilan Agama Kota Ternate? 
4. Bagaimana penetapan pasal 13 ayat 1 PERMA No 1 Tahun 2016 pada 
Pengadilan Agama Kota Ternate sudah efektif diterapkan? 
  
5. Perkara apa saja yang wajib dimediasi jika diajukan ke Pengadilan Agama 
Kota Ternate? 
6. Dalam satu perkara berapa orang hakim yang ditunjuk untuk memediasi? 
7. Apakah hakim yang memediasi perkara juga adalah sebagai majelis hakim 
yang memproses perkara tersebut? 
8. Apakah majelis hakim dalam suatu perkara dapat secara langsung menetapkan 
batas waktu tertentu hanya dari melihat sejauh mana kerumitan perkara 























































(Kantor Pengadilan Agama Kota Ternate) 
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